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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini
mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul “PENCATATAN PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH”yang di tulis oleh :

Nama : Zulkifli

Nim : 21990215535
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : HukumKeluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah
diujikan pada tanggal 02 November 2021.

Pekanbaru, 22 November 2021 Pekanbaru, 22 November2021
Penguji I, Penguiji 11,

-

Dr. Maghfirah, M.Ag
NIP. 19741025 200312 1 002

Dr. Jumni Nelli, M.Ag
NIP. 19720628 200501 2 004

Mengetahui:
- Ketua Program Studi Hukym Keluarga

=

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002
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PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini
mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul “PENCATATAN PERKAWINAN
DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH ”yang di tulis oleh :

Nama : Zulkifli

Nim 121990215535
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : HukumKeluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah
diujikan pada tanggal 02 November 2021.

Pekanbaru, 18 November 2021 .
Pembimbing I, : Aing 11,

Dr. Hj. éertina, M.Pd

NIP. 19680629 199402 2 002

* 4 ib, M.A
NIP. 19631231 199203 1 037

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

2#

Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 19720427 199803 1 002
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/\ Hak Cipta umnaung! unaang-unaang -
..u__._m.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Mf \m a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I"/:\_b b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Dr. Hj Hertina, M. Pd
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal :Tesis Saudara

Zulkifli
KepadaYth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu’alaikumWr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan
terhadap isi Tesis saudara :

Nama : Zulkifli

NIM 1 21990215535

Program Studi  : HukumKeluarga

Judul : Pencatatan Perkawinan Dalam perspektif Maqasid Asy -
Syariah

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam si
dang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu’alaikumWr. Wb.

Pekanbaru, 48 September 2021
Pembimbing I
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/\ Hak Cipta umnaung! unaang-unaang -
..u_cm.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf \m a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I"/:\_b b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Lampiran Surat:
Nomor  : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zulkifli
NIM 121990215535

Tempat/ Tgl. Lahir

: Batu Bersurat, 10-02-1975

Fakultas/Pascasarjana  : S2 Pascasarjana

Prodi : Hukum Keluarga
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF
MAQASID ASY-SYARI’AH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1.

)

Penulisan  Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul
sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya
sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/T hesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya
sampaikan bebas dari plagiat. ’
Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya

bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan

tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 September 2021
Yang membuat pernyataan

ZULKIFL
NIM. 21990215535

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis
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KATA PENGANTAR

asa ) (paa ) ) i
- Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

Nijlw ejdio yeH o

grﬁuepun 1Bunpuiig e3di9 yeH

elimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan

N

Puep

'uduFCD“PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID
wn

ASY@YARI_AH” Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw,

yangg;)otelah membawa umat manusia dari peradaban kegelapan manusia sampai

o=

kepada peadaban yang penuh dengan pancaran sinar ilmu pengetahuan yang

berlandaskan pada tuntunan al-Qur’an dan sunnahnya.

Tesis ini merupakan sebagian persyaratan bagi mahasiswa untuk
memperoleh gelar Magister pada program Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Suska

Riau.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam

ajelg

menyglesaikan tesis tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak yang telah

I

o
memEerikan dukungan, bimbingan serta arahan. Untuk itu dalam kesempatan ini
(o]

penuE& menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

I9A

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau.

ak Prof. Dr. H. llyas Husti, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN

N
ggo K3

ska Riau, yang telah memberikan izin dalam penulisan tesis ini.

ery wisey juredg udn
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ak Dr. Zailani, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Program

| 3%

gd

casarjana UIN Suska Riau, yang telah memberikan kelancaran pelayanan,

bingan dan arahan selama perkuliahan .

ak Dr. Junaidi Lubis, MA, selaku Penasehat Akademik yang telah

aNIErBue

mberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama perkuliahan.

gng

Dr. Hj. Hertian, M. Pd selaku Pembimbing | dan Bapak Dr. H. Suhayib, MA

ku Pembimbing Il yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan

e!éex

selama penyusunan Tesis ini.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Keluarga Besar Program Pascasarjana
UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmunya dan pelayanan kepada penulis.
Nurazmi, S. Ag istri penulis yang selalu setia mendampingi dan memberikan
motivasi dan semangat selama perkuliahan

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada

penugs. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun

o
®

susugannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi

—
~

para pembaca.

Pekanbaru, Sepember 2021

Penulis

ZULKIFLI

eIy WISe) JIIeAG Ue)[Nng JO AJISIdATU() DT
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Hak Qu”mpwm::a::mm Undang-Undang
_u__._ er 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
$UW... .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

H]) _ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Hak Cipta Dilindungi Undgfig-Undahg

_ __._m..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
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B. Wbkal, panjang dan diftong

nel

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =A  misalnya Ja menjadi gala

Vokal (i) panjang =1 misalnya Ja menjadi gila

Vokal (u) panjang =0  misalnya 0s  menjadi diina
+¥)

73D
1

1 Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

3

IS

mekainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

I

(o}
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
-

dengan “aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
-t

w

Di@'ng (aw) = g misalnya Js#  menjadi gawlun
Q

Diffﬁng (ay) = 2 misalnya 25 menjadi khayrun
o

C. i‘a’ marbithah (3)
=

vii
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ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,

1D

teta-%i apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka
ditr%lsliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4« el A ¥ menjadi al-
risaz_f_‘;.at li al-madrasah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari
suséan mudlaf dan Mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t
yar§_ disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya 4 4, menjadi fi
rah;)atillah.
D. tn'{)ata Sandang dan Lafdz al-Jalalah

Kata Sandang berupa “al” (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:
a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
b. @-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...

®
C. Masya’ Alldh kdna wa ma lam yasya’ lam yakun.

viii
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ABSTRAK

ULKIFLI (2021) : “PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF

MAQASYID AL-SYARIAH”.

A1ubeidio yeH @

Buepun BunpuIlg B3dID YeH

” Penenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena tentang tingginya
ern&ahan tanpa disertai dengan proses pencatatan pernikahan. Oleh karena itu,
%'pern%alahan yang ada dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya
«Q . .
aturaﬁj) tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana konsep pencatatan perkawinan tersebut, dalam
perspektif Magasidasy-syariah? Dan apa pentingnya pencatatan pernikahan dalamp
erspektif al-Magashid al-Syari’ah dalam konteks masyarakat saat ini?

o Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data diambil dari data
Primer; yang berupa Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan, dan
Kompilasi Hukum Islam; dan data Sekunder; yaitu buku dan karya tulis yang
membahas tentang pencatatan perkawinan atau buku nikah dan Magashid al-
Syari’ah. Data kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitia nmenunjukkan bahwa; Pertama, aturan Pencatatan Perkawinan
dalam Kompilasi Hukum Islam masih menimbulkan ragam penafsiran. Namun
demikian, pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif
yang mewajibkan setiap perkawinan bagimasyarakat Islam untuk dicatat, yang
pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan
KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus
meIaIUI mekanisme isbat tnikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan
hukufh sebagai suatu perkawinan; Kedua, konsep pencatatan perkawinan dalam KHI
terseput, sangat sesuai dengan teori Magasidasy-syariah atau tujuan dari
ditetapkannya sebuah hukum syariah. Juga selaras dengan prinsip maslahah
(kemgnfaatan) dalam pandangan Al-Syatibi. Relevansinya terletak pada perlindungan
hak dan kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindunganj iwa
(hifdz al-nafs), melindungi hak nafkah, harta bersama, waris (hifdz al-mal), hak anak
(hifdgal-nasl). Bahkan pencatatan tersebut bisa menjadi bagian rukun nikah, jika
merujuk pada urgensi dan kemashlahatan dari sebuah pernikahan; dan Ketiga,
pentifgnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat
ini Menjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah
menetapkan beberapa ketetapan yang mengharuskan bagi setiap warganaya agar
melaKukan pencatatan dalam pernikahan.

cn Oleh karena itu, sebagai warga Negara, sudah menjadi sebuah keharusan
untuk— mentaati pemimpin atas perintah-perintah yang diberikan, selama tidak
bert tangan dengan al-Quran dan Sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan
yangitelah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya
Musmn wayjib ditaati, termasuk diantaranya adalah pencatatan pernikahan.
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ABSTRACT

ZULKIFLI (21990215535): “MARRIAGE REGISTRATION IN THE
MAQASYID  AL-SHARIA PERSPECTIVE”.

Rl.epun iRiinninnA n‘d!o 3eH

niitn.

8This research is motivated by the phenomenon of the high rate of marriage without

“being accompanied by the process of recording the marriage. Therefore, the problem
that is answered in this research is how exactly are the rules regarding marriage
registration in the Marriage Law and the Islamic Law Compilation? How is the
concept of marriage registration, in the Maqasidasy-syariah perspective? in the form
of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9
of 1975 concerning Marriage Registration, and the Compilation of Islamic Law; and
Secondary data; namely books and writings that discuss the registration of marriages
or marriage books and Magéashid al-Syari'ah. The data were then analyzed using
descriptive analysis techniques. The research results show that; First, the regulation
of Marriage Registration in the Compilation of Islamic Law still gives rise to various
interpretations. However, the regulation of marriage registration based on the KHI is
imperative which obliges every marriage for the Muslim community to be recorded,
which is recorded by VAT as regulated in Law 22/1946. Even KHI asserts that the
ratification of unregistered marriages must go through the mechanism of its marriage
at the Religious Courts in order to have legal force as a marriage; Second, the concept
of registration of marriages in the KHI is very much in line with the Maqasidasy-
syariah theory or the purpose of the establishment of a sharia law. Also in line with
the principle of maslahah (benefit) in Al-Syatibi's view. Its relevance lies in the
protection of the rights and obligations of each husband and wife, namely in terms of
protecting the soul (hifdz al-nafs), protecting livelihood rights, joint property,
inheritance (hifdz al-mal), children's rights (hifdz al-nasl). Even the registration is
part of the marriage pillar, if it refers to the urgency and benefit of a marriage; and
third, the importance of recording the marriage, in the context of Indonesian society
today, cannot be denied. As a state of law, Indonesia has established several
provisions that require every citizen to register marriages. Therefore, as a citizen, it
has become a must to obey the leadership of the orders given, as long as it does not
conflict with the Qur'an and Sunnah. Scholars have agreed that the rules that have
been made by Muslim leaders in Muslim-majority countries must be obeyed,
including the registration of marriages.
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: b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscaray 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imx Omvﬁn —\_:"-:f:‘-u- c:-:n-w.—lc_-:o-:c
_uu_c;MW 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
[



NVIY VISNS NIN

|DU

T

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep Iul siin} eAley yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq 'z

)

g

o/l

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebunuaday ueyibniaw yepy uedinbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

h

:Jaquins ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul Sin} eAIRY yninjes neje uelbeges diynbusw Buele|iq °|

ﬁuggun-ﬁuewn 1Bunpuiig e3di9 yeH

©

T

QO

B

o BAB I

E’ PENDAHULUAN

3

=

(=

Eatar belakang Masalah

@)

& Salah satu yang menjadi agenda penting dalam sejarah kehidupan manusia
=

dtlalah perkawinan. Bahkan ia akan menjadi satu masalah yang krusial dan
Py

@Csensial bagi kehidupan manusia, hal ini dikarenakan bahwa perkawinan

merupakan bentuk hak kodrati guna pemenuhan hasrat seksual, selain itu yang
lebih penting perkawinan merupakan jalan untuk membentuk tatanan masyarakat
terkecil yang disebut dengan keluarga.! Oleh karena itu, pada hakikatnya proses
pernikahan menjadi “ritual” suci, yang akan menghantarkan seseorang pada
tatanan keluarga. Karena ia suci, maka ia memiliki prosedur dan aturan yang
jgias untuk melangsungkan prosesi pernikahan tersebut.

Sebagai sebuah Negara hukum (recht staat),? maka negara Indonesia

B[S] 23¢e

emiliki seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan

syarakat, termasuk diantaranya adalah aturan hukum mengenai perkawinan

(goru

srnikahan di Indonesia, sudah diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum
am (Kompilasi Hukum Islam) maupun dalam hukum positif tentang

rnikahan. Misalnya dalam undang-undang Nomor 1 Tahunl974 yang

e}[nSYo AB@SIFIU

! Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan

Figih®an Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 29

» 2 C.T.S Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, (Jakarta: Balai

Pustaka, 1989), h. 41
-t

I
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fMenyebutkan bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
%nganseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga
@_umah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanketuhanan Yang Maha
-

< Dalam undang-undang tersebut, disebutkan tentang makna atau definisi

Buepun-6uepun 1Bunpuljig e3di yeH
M

ns

pernikahan.Definisi di atas bila dirinci akan ditemukan: Pertama, bahwa

A

QD
pgrnikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita

e

sebagai suami istri; Kedua, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin itu
ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
sejahtera;® dan Ketiga, Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekalitu
berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Sedangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan batasan tentang
;gcfe?rnikahan, yaitu pernikahan adalah suatu akad yang kuat (mitsagan galiza).’

®
©leh karena itu, suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin melangsungkan

=
B,
® 3 Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga
meru@an tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.
Lihat Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Ul Press, 1986), h. 70
» ‘Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum
Islam?sYUDISIA,Vol. 5, No. 2, Desember 2014

= ° Lihat pasal 2 Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama
RI, Bdhan Penyuluhan Hukum, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004,
h. 16& Dalam Alquran sudah 15 abad yang silam ungkapan mitsagan ghaliza ini diperkenalkan.
Ungkapan ini di dalam Alquran dikemukakan hanya sebanyak tiga kali dalam konteks yang berbeda.
Satu ¢t antaranya berkaitan dengan perikatan dalam pernikahan seperti dalam Q.S. [4: 21], dua yang
lainnyd" berkaitan dengan perikatan antara Tuhan dengan para Nabi seperti dalam Q.S. [33: 7], dan
perikatan antara Tuhan dengan seluruh manusia seperti dalam Q.S [4: 154]. Penjelasan lebih lengkap
tentangd ketiga ungkapan di atas dapat pula dilihat dalam Muhammad Quraish Shihab, Untaian
Permﬁa buat Anakku: Pesan Alquran untuk Mempelai, (Bandung: Al-Bayan, 1998), h. 36

A
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AEH @

pernikahan agar memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah. Prosedur-
gosedur tersebut berupa syarat dan rukun yang telah ditentukan baik yang
értulis dalam kitab-kitab fikih klasik, atau ketentuan yang secara resmi telah
@erlakukan pada masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana Instruksi Presiden
%publik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut
=

i atas.

Syarat-syarat dan rukun-rukun ini, menjadi sangat penting untuk

ery ey

dilaksanakan agar akad nikah yang diselenggarakan, mendapatkan legalitas
hukum yang kuat dan terhindarnya dari larangan-larangan penyelenggaraan akad
nikah. Artinya, semua syarat dan rukun akad nikah ini merupakan media untuk
mendatangkan kemaslahatan yang tidak hanya diperuntukkan pada istri tetapi
berfungsi pula untuk kemaslahatan suami. Akad pernikahan yang dilaksanakan
dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut
%’bagai akad nikah yang batil, sementara akad pernikahan yang tidak memenuhi

(¢
salah satu rukun disebut sebagai akad nikah yang rusak (fasid). Keduanya

o
@_emiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak sahnya akad nikah yang
(o}

"o

A
@
>
«Q
«Q
QD
=
QD
3
QD
>

Selain itu, untuk tercapainya kemasalahatan baik untuk suami dan terlebih

ISIJAT

gi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2

91 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti

wrejpnig jo

W ° ‘Abd. ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah, Juz 1V, (Beirut:

Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th), h. 118.
-t

I
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©
T
QO
(j‘)l_lakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat
-lgikahfbahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
gpabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara
é_smi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta
ﬁkah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki

Igekuatan hukum.

i
QO

- Meskipun tidak ada satupun kelompok ‘Ulama yang menegasakan tentang
S)entingnya pencatatan, tetapi apa yang dikemukakan oleh Maliki terkait dengan
hukum adanya saksi, relevan untuk dijadikan sandaran hukum pencatatan. Malik
menyebutkan bahwa saksi tidak perlu dihadirkan pada waktu akad diucapkan dan
bisa dihadirkan setelahnya.® Imam Malik juga menegaskan pentingnya fungsi
memberikan pengumuman tentang pernikahan yang ia saksikan, dan ini dapat
dijadikan pijakan pentingya pencatatan untuk zaman sekarang ini. Menurut
Igélompok ini, saksi tidak harus dihadirkan pada saat pernikahan terjadi. Saksi

(g7
dapat dihadirkan setelah itu, dan fungsinya untuk menegaskan bahwa adanya

o

gernikahan.’

;-

g Beberapa negara Muslim memperkenalkan aturan pencatatan pernikahan
=

dalam Undang-undang hukum keluarga mereka. Meski demkian, prinsip-prinsip
w

<

" Lihat pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen

Agam?s.RI, Bahan Penyuluhan, h. 167

w ® Abd. ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh.., h. 25
= % Lihat juga Abu Zahrah, Al-Ahwal al-Shahshiyyah (Cet.ke-2) (Egypt: Dar alFikr, 1957), h.

59-60z7 Lihat juga Al-Imam Muhammad Sahnun, Al-Mudawwanah al-Kubra (Beirut: Dar Sadir,
1323H, h. 184. Untuk pembahasan lebih detail tentang hal ini, lihat Khaeruddin Nasution, Status
Wanitendi Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim kontemporer di
IndoﬁE‘pia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002).
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©
T
QO
zﬁ_au detail-detail ~aturan yang dibuat oleh negara-negara muslim
© : : . :
g)ntuk membuat aturan itu efektif berbeda-beda dari satu negara Muslim
@ negara Muslim lainnya. Beberapa negara secara jelas mengatur tentang
gatus atau posisi dari pencatatan tersebut, apakah pencatatan merupakan

iarat administrasi saja atau merupakan syarat kesahan secara agama. Mereka
=

jaga, selain itu, mengatur tentang sanksi atas pelanggaran terhadap aturan
i

QD

pgncatatan.

£

=  Sementara di Indonesia pengaturan tentang pencatatan pernikahan tersebut,
tertuang dalam UU No. 22/1964. Undang-Undang ini mengatur secara
administratif perkawinan dan menegaskan bahwa pernikahan, perceraian dan
rujuk, diawasi dan dicatat olenh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan
pernikahan tersebut diperkuat dalam UU Nomor 1/1974, yang berlaku secara
nasional tanpa membedakan agama apapun, dan Kompilasi Hukum Islam ini juga
%’bagai rujukan khusus bagi hakim Pengadilan Agama. Secara verbatim,
®

pencatatan perkawinan sendiri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini
o

a::i!alah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan “peristiwa hukum”. Hal ini
(o}

@pat terlihat jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undan-gundang
=

No. 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut:

“Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap

perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang

BIY WISe)] JIIeAg uej[ng jo A31s
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©
T
QO
: dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat
o dalam daftar pencatatan”. ™
; Meskipun sudah diatur oleh UU tentang keharusan pencatatan nikah dalam

ligntuk buku nikah, namun dalam prakteknya masih banyak umat Islam di negeri
@ yang tidak melaksanakan UU tersebut. Misalnya penelitian yang dilakukan
@’eh Euis Nurlaelawati yang dilaksanakan pada 2011 di beberapa
%bupatentermasuk Karawang, Depok dan Bogor, menunjukkan bahwa
gsadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya di KUA dianggapsudah
;kup tinggi, namun demikian pernikahan tanpa pencatatan masih terjadi.'! Di
antara faktor yang mempengaruhi persoalan ini adalah faktor ekonomi juga
karena dipicu oleh kondisi yang terburu-buru untuk melangsungkan
pernikahan."

Konsekuensi dari proses perkawinan yang tidak tercatat, misalnya dalam
legberapa kasus: kawin bawah tangan, atau dengan bahasa lain “sah agama” yang
(%sebut sirri, ® apabila tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah akan
E’endatangkan persoalan yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila terjadi

permasalahan dalam bahtera rumah tangganya. Diantara lain: menghilangkan hak

T

un

Istri untuk menuntut hak kewajiban suami secara hukum apabila dalam

0 AJfis1d

19 penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf b
= " Euis Nurlaclawati, “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?”,dalam

JurnabsMusawa, Vol. 12 No 2 Juli 2013

£ “lbid
55 3 Abdul Manan menulis bahwa di antara faktor penting dari terjadinya pernikahan sirri ini,

di antara nya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap hukum Islam, izin poligami yang
terlalusketat, dan tokoh agama dan penguasa yang apatis terhadap aturan hukum Negara. Lihat Abdul
Manéﬁ Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 47
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engarungi bahtera rumah tangga mereka kondisi keluarganya bermasalah

dieH o

%?perti nafkah, harta gono-gini, waris, dan hak asuh anak dan lain sebagainya.
gnak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dengan tanpa pencatatan, tidak akan
@_emperoleh bukti kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan lainnya.

%dangkan akta lahir diperoleh jika terdapat akta nikah orang tuanya,tuntutan

=
keperdataan lainnya. Mulai dari tuntutan atas hak waris, hak pemeliharaan anak
2L

Q
dan tuntutan hak lainnya tidak akan dapat diselesaikan secara hukum, jika

E:Dasangan suami istri tidak memiliki bukti formal dari pernikahan mareka.**
Dengan kata lain, posisi perempuan dan anak kurang menguntungkan dan
tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan
dengan aspek penghormatan hak-hak kemanusiaan terutama merugikan
perempuan juga tidak sejalan dengan salah satu prinsip Magasid asy-syariah.

Wajar, bila M. Quraish Shihab, berpendapat bahwa perkawinan yang tidak

%’rcatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena akan

15

S
Q
2.
)
5
Q
2
)
5
-
D
~
-
D
2
>
IS

Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam

U) drwre[s3 93

syarakat, terutama perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam.

ncatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum

BISIJAT

ng timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta

230

ah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta

uejn

M. Anshary, Kedudukan anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasionalf,

(Jakarta: Mandar Maju, 2000), h. 131 - 132

> M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 216

eIy WISe)] Jrrek
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©)

7 E
V)

férsebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa
%rugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. '®
éencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan suami istri karena status
érkawinannya diakui oleh negara.

g Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan
éelalui buku nikah sebagai bukti tertulis suatu perkawinan yang dalam
gglaksanaannya telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan
éinalam figh (hukum Islam), maka perkawinan semacam ini, dari aspek
kenegaraan merupakan perbuatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum,
sehingga berpotensi mendatangkan kemudharatan bagi pelakunya. Jika demikian
halnya, maka pernikahan tanpa dengan adanya buku nikah, selainber tentangan
dengan salah satu tujuan utama disahkannya Undang-undang Nomorl Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan

(g atas, sebagai upaya penertiban hukum dalam hal perkawinan yang dilakukan

()
ofeh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam khususnya, '’ maka

—

o
@Iam tinjauan Islam pernikahan tersebut tidak sejalan dengan maksud dan
(o}

@uan kemaslahatan bagi umat Islam atau dalam kajian Hukum Islam lebih

AT

dikenal dengan istilah al-Magashidal-Syari’ah, yaitu untuk kemaslahatan

1S

3

anusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan.

uej[ng jo

16 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 7
w ' Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo,

2001)gh. 116
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NSINI

Jika ditinjau dari teori Magasid asy-syariah, maka pencatan perkawinan

$d10 )YeH O

sebut memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan

maslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut. M. Atho

EX!|gu e

uzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang
njadi tujuan pembaruan hukum pencacatan perkawinan. Pertama, sebagai
gpaya unifikasi hukum untuk mewujudkan Kketertiban perkawinan dalam
;ﬁsyarakat. Kedua, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus
S):engangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah
tangga. Ketiga,, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena
konsep figh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap
permasalahan yang ada.'®Bahkan perkawinan yang dilakukan tanpa
prosedur pencatatan  dikenal dengan istilah nikah sirri, nikah sirri
menurut  KHI  tidak  memiliki kekuatan hukum, sehingga perkawinan
%’rsebut dikategorikan sebagai perkawinan haram. Jikapun perkawinan

(¢
tersebut dipandangsah menurut agama,  akan tetapi hak-haknya tidak dijamin

V)
gleh peraturan perundang-undangan.*®

p)

C  Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan menjadi sangat penting

gi pasangan suami istri karena status perkawinannya dapat diakui negara.

ncatatan perkawinan juga sangat penting bagi istri maupun suami dalam

IS Jo Asi@ATu

M. Atho’ Mudhar (ed), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan

UU Modern dan Kitab-kitab Fikih (Jakarta:Ciputat Press, 2003), h. 10

Y Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia

(Jakarta: Kencana Prenada media group, 2012), h. 284)
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QO
ﬁenjaga hak-haknya untuk memperoleh harta waris ketika salah satunya
=

@enlnggal dunia (hifdz almal). Pencatatan perkawinan juga sangat diperlukan
@Iam hal menjaga keturunan (hifdz al-nasl), karena anak yang dilahirkan dari

= . : o
perkawinan tersebut statusnya harus jelas dan diakui, baik secara hukum negara

ﬁaupun hukum agama.

e

c; Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang
QD

bggaimana perspektif al-Magashid al-Syari’ah dalam melihat persoalan

QD
pernikahan tanpa pencatatan tersebut di atas. Berdasarakan persoalan di atas,

maka judul penelitian ini adalah:“PENCATATAN PERKAWINAN DALAM
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH”.
Permasalahan
1. ldentifikasi Masalah
Beberapa persoalan dalam penelitian ini, dapat dilakukan identifikasi
sebagai berikut ini:
a. Pengertian pencatatan nikah;
b. Orang yang berhak mencatat pernikahan;
c. Tinjauan hukum Islam tentang pencatatan nikah;
d. Nash-Nash al-Quran dan Hadits tentang pencatatan Nikah;
e. Pandangan para ulama tentang pencatatan Nikah;
f. Pencatatan Nikah ditinjau dari perspektif Magasid asy-syariah;

Batasan Masalah
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Mengingat ruang lingkup kajian dan banyaknya masalah terkait

sebagaimana yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka

penulis membatasi permasalahan penelitian ini tentang Pencatatan

perkawinan yang ada pada asal 5 Kompilasi Hukum Islam dengan ditinjau

dari perspektif Magqasid asy-syariah.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis

rumuskan sebagai berikut

a.

Bagaimana aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

Bagaimana konsep pencatatan perkawinan tersebut, dalam perspektif
Magasid asy-syariah?

Apa pentingnya pencatatan pernikahan dalam perspektif Magasid asy-

syartahdalam konteks masyarakat Indonesia saat ini?

juan Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai

adalah;
a. Untuk mengetahui pencatatan pernikahan menurut Undang-undang

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);



\l'l/'ﬂ

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebunuaday ueyibniaw yepy uedinbuad g

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep Iul siin} eAley yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq 'z
‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

h

NVIE VISNS NIN
D'l/\
ll’ U

g

:Jaquuns ueyingaAusw uep uewnjueouaw eduey 1ul siny eAIey yninjas neje ueibegss dinbusw Buele(q ||

Buepun-6uepun 1Bunpuljig e3di yeH

12

b. Untuk mengetahui konsep pencatatan pernikahan ditinjau dari perspektif

Magasid asy-syariah.

lw e1dio yeH 6

.C. Untuk mengetahui pentingnya pencatatan pernikahan ditinjau dari
perspektif Magasid asy-syariah dalam konteks masyarakat saat ini.
.~ Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini diharapkan dapat

d BXSNS™NIN A

dijadikansebagai;

< a. Salah satu khazanah llmu Pengetahuan Islam khususnya dalam bidang
Hukum Islam;

b. Memberikan pemahaman dan keyakinan secara teoritis kepada masyarakat
dan khusunya kepada penulis sendiri tentang peraturan perundang-
undangan pencatatan perkawinan sebagai tindakan hukum yang harus
dilakukan agar mendapat perlindungan hukum bagi setiap keluarga muslim

di Indonesia;

o

Salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Islampada Program Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif

kasim Riau.
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% TINJAUAN TEORETIS
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2 Konsep Pencatatan dalam Islam

w

= Pertama kali melakukan pencatatan adalah Allah SWT. Hal ini
i

s;’Udibuktikan melalui banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan
“C’ pencatatan suatu peristiwa bahkan sampai pada yang terkecil. Sebagaimana

digambarkan Alguran bahwa Allah menampilkan gaya kerja-Nya
[manajemen] yang super full dalam melakukan pencatatan. Manusia juga
dapat “meniru” yang diajarkan Allah sesuai dengan kapasitasnya sebagali
manusia, khususnya dalam manajemen administrasi pencatatan.

Pertama, Pencatatan dalam Q.S. [2: 282]. Dalam ayat ini, Allah

berfirman:

7,2 - > 7/,‘/1 > %2 g o7 2@ s
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Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang
pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat
menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan
kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu
mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan
janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang
kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri,
hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua
orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki,
(boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang

@ yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi
= perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu
® menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas
£, waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil

Jrure

di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu
- pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang

c: kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu

2. tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah
pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu
melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu.
Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Bagarah: 282)%°

2012)
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20 Alqur’an Qordoba, Alqur’an dan Terjemah Tajwid, (Jakarta: Yayasan Takaful Indonesia,
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Para pakar tafsir menafsirkan Q.S. [2: 282] yang berkaitan dengan
penulisan tersebut adalah perjanjian utang piutang.® Pakar tafsir lainnya
menyatakan selain utang piutang, juga berkaitan dengan transaksi muamalat

yang lebih luas,? seperti perniagaan dan pinjam meminjam secara kredit

Buepun-6uepun 1Bunpuljig e3di yeH

yang dilakukan dengan jalan yang sah dan halal. # Kewajiban untuk

melakukan pencatatan dalam ayat di atas, menurut Rabi’ dan Ka’ab, ketika

neiy e)ysng NN !lw eidio yey o

sebuah transaksi yang memiliki tempo atau jangka waktu tertentu. Fungsinya
untuk menghindari jika terjadi perselisihan dan persengketaan.*

Meskipun kewajiban pencatatan tersebut, berkenaan dengan transaksi
jual beli ataupun hutang piutang, namun demikian dalam konteks social
(muamalah yang lebih luas), pencatatan menjadi penting untuk melakukan
kontrak-kontrak social dengan sesama manusia, lebih-lebih berkaitan dengan
jangka waktu tertentu. Hal ini, tidak lepas dari perintah dalam ayat di atas.

Apabila perintah pencatatan dinyatakan hanya sebagai anjuran biasa,

dTwre|sy ajeis

Cau Nashir ad-Din Abi Sa'id ibn Umar ibn Muhammad asy-Syarazi al-Baidhawi, Tafsir al-
Baidhawi al-Musamma Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil, Jilid 1, Cet. I, (Beirut-Libanon: Dar al-
Kutubml-1lmiyah, 2003), h. 143. Lihat pula Abi al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar ibn Muhammad
Zamakhsyari, Tafsir al-Kasysyaf 'an Hagaiq Gawamidh at-Tanzil wa 'Uyun al-Agawil fi Wujuh at-
TanzilJilid 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-1Imiyah, 2003), h. 319

< 2Z3]-Hasan Ali Muhammad ibn Habib al-Mawwardi al-Bashri, An-Nukat wa al-"Uyun Tafsir
aI-Maﬁ(ardi, Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ihniyah. Tth), h. 354.

w 2 T. M. Hasbi Shiddieqy, Tafsir al-Quranul Majid an-Nur, Cet, 11, (Semarang: Pustaka Rizki
Putra,2000), h. 498

o 4 Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Fath al-Qadir: al-Jami' Baina Fanni
ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'llm at-Tafsir, Jilid 1, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), h. 408. Lihat pula
dalamdahbah Zuhaily, At-Tafsir al-Munir fi al-'Agidah wa asy-Syari‘ah wa al-Manhaj, Cet. II, Jilid 3
dan 4 {Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), h. 108

eIy Wise)| JiI
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tampaknya akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Terlebih banyaknya
transaksi bisnis yang lingkupnya tanpa batas seperti di zaman sekarang yang
tidak hanya dilakukan secara manual namun dilakukan pula secara digital
atau online.

Kedua, Pencatatan dalam Q.S. [78: 29]. Isi dari ayat ini adalah
sebagai berikut:
{-*35 Al £ (i K5
Segala sesuatu telah Kami catat dalam kitab (catatan amal

manusia).®

Firman Allah dalam Q.S. [78:29] berkaitan dengan aktivitas Allah
bersama para malaikat yang bertugas dalam bidang penulisan atau pencatatan
untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan manusia yang kemudian
didokumentasikan di alam lauh al-mahfuzh.?® Pencatatan dilakukan Allah
dan para malaikat secara akurat, teliti dan rinci.?’

Oleh karena itu mustahil terjadinya kekeliruan atau kecacatan dalam
pencatatan ini, sebab Allah dan para malaikat yang bertugas mengetahui

secara pasti terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia. Allah dan

jo A31s1aATU) dTWR[S] 33C}S
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% Alqur'an Qordoba, Alqur’an dan Terjemah Tajwid, (Jakarta: Yayasan Takaful Indonesia,

.570
& ?® Muhammad Husain ath-Thaba'thaba'i, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, Jilid. XX, Juz. XXX,
(Beirut -

Libanon: Mu'assasah al-A'lamy li al-Mathbu'ah, Tth), h. 183.
2 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Cet. I,
XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 19
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malaikat melakukan pencatatan secara apa adanya tanpa mengurangi
pencatatan amal kebaikan manusia dan tanpa menambah pencatatan amal
keburukan manusia. Kendati semua perbuatan tersebut telah dilupakan
bahkan hilang dari ingatan manusia namun di sisi Allah catatan tersebut tetap
selalu ada [terdokumentasi] tanpa adanya perubahan sampai datangnya hari
pertanggung jawaban.’®

Ketiga, Pencatatan dalam Q.S. [54: 52]. Lafal _:J) pada Q.S [54: 52]
adalah catatan atau kitab perbuatan-perbuatan manusia yang dijaga
keotentikannya dan didokumentasikan di alam lauh al-mahfuzh.? Firman
Allah ini tampaknya memiliki kesamaan dengan Q.S. [78:29] yang isinya
menyatakan semua perbuatan manusia baik perbuatan yang baik atau pun
perbuatan yang buruk atau sebagaimana pada ayat selanjutnya dari Q.S
[54:52] yang tertulis _swasl S shiswe JS 5, yaitu perbuatan manusia yang kecil
ataupun yang besar semuanya dicatat secara indah, rapi dan teliti. Malaikat
yang bertugas adalah petugas-petugas yang selalu patuh dan taat kepada
Allah dan tidak pernah melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah.

Oleh karena itu, semua pencatatan yang dilakukan para malaikat ini
tidak bias karena adanya faktor-faktor subjektivitas di dalam melaksanakan

tugasnya. Hal ini, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu sehingga tidak

JIPS JO AJISISATU) DIWE[S] 3}e}S

28 Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Cet. 1, Jilid X, Juz XXX, (Beirut: Dar al-

=
Fikr, 1974), h. 14

9p)

% Thaba'thaba'i, Al-Mizan fi Tafsir ..., Jilid. XX, Juz. XXX, h. 91. Lihat pula dalam al-

Maraghi, Tafsir al-Maraghi..., Jilid IX, Juz. XXVII, h. 99.
-t
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memiliki pula kecenderungan untuk berbuat subjektif. Pencatatan ini pun
dikoreksi dan kemudian disahkan Allah yang berarti memiliki asas legalitas
hukum dan kepastian hukum yang akurat. Merujuk kembali pada Q.S.
[78:29] khususnya pada potongan ayat [lisasi] yang di dalam terdapat
dhamir “nahnu” membuktikan keikutsertaan Allah untuk menilai keabsahan
data yang diperoleh malaikat.

Keempat, Pencatatan dalam Q.S. [81: 10] Ayat ini menggambarkan
setelah malaikat melakukan pencatatan terhadap segala perbuatan manusia,
kemudian malaikat mendokumentasikan data itu ke dalam sistem pembukuan
yang teratur dan rapi layaknya seorang petugas administrasi pemerintahan.
Kelak pada hari yang ditentukan catatan-catatan ini dibuka dan diperlihatkan
kepada manusia sebagai bahan bukti atau sebagai upaya pembuktian hukum
baik berkaitan dengan perbuatan yang baik atau perbuatan buruk yang
dilakukan manusia dan pada hari itu setiap manusia menanti buku catatannya
masing-masing.*

Kelima, Pencatatan dalam Q.S. [50: 23] Menurut Alquran setiap
manusia sejak lahir dan hidup di dunia sampai tua dan selanjutnya
meninggal, ada di antara makhluk Allah yang menyertainya hidupnya.
Makhluk ini selalu menyertai kehidupan manusia baik dalam keadaan sehat,

sakit, bahagia, sengsara atau pun dalam keadaan apapun. Makhluk ini pula

Mar

D
eIy WISeY JIITEAG e ng Jo AJISISATU[) DIWER[S] 3}e}§

%0 Al-Bashri, An-Nukat wa al-'Uyun..., Juz VI, h. 215. Lihat pula dalam al-Maraghi, Tafsir al-
i..., Jilid X, Juz. XXX, h. 5
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yang mencatat setiap perbuatan manusia yang baik atau pun buruk dan
selanjutnya pada hari penghitungan nanti, ia pula yang menjadi saksi
terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan manusia.
Konsep Pernikahan dalam Islam

Lafaz nikah mengandung tiga macam pengertian: Pertama, Menurut
bahasa, nikah adalah al-dhammu atau al-tadakhul yang artinya berkumpul
atau saling memasuki.**Kedua, menurut ahli Ushdl , nikah berarti: menurut
aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang
menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Ini pendapat
Ahli Ushdl Hanafiyah. Ahli Ushdl Syafi’iyah mengatakan, nikah menurut
aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan
wanita.*? Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh.®* Abu
Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli Ushdl dari
sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua
artisekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.**Ketiga, menurut Ahli Figh.

Nikah pada hakikatnya adalahakad yang diatur olenh agama untuk

< 3L A W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, cet. Ke-14 (Surabaya:
Pustal& Progressif, 1997), h. 392-829
w * Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut, Dar al-Fikri, 1974), h.

1. &

E %% Jmam Muhammad Bin Isma'il Kahlani al-Shan'ani, Subul al-Salam, (Bandung : Maktabah
Dahlam, tt), Juz 111, h. 109

@ 3* Abu al-‘Ainain Badran, Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalag fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Ta’lif,
2002)h. 18
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memberikan kepada priahak memiliki dan menikmati faraj dan seluruh tubuh
wanita itudan bertujuan membentuk rumah tangga.®

Yang dimaksud hak milik, yang dapat ditemukan hampirdi setiap
definisi yang disebutkan fugaha, ialah milku al-infifa’yaitu hak milik
penggunaan (pemakai) sesuatu benda, karena ituakad nikah tidak
menimbulkan milku ar-ragabah, yaitu memilikisesuatu benda, sehingga
dapat dialihkan kepada siapapun;juga bukan milku al-manfa’ah, yaitu hak
memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya boleh
dialihnkan kepada orang lain.**Para Ahli Figh ini, memberikan pemaknaan
atas nikah, secara metaforis atau arti kiasan. Namun, mereka berbeda
pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti
“setubuh”, sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian
perikatan.” 3" Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan
pemakaian perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, maka
“nikah” dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai
dari pada “nikah” dengan arti “setubuh.”*®

Dari definisi nikah yang dikemukakan fugaha dapat ditarik

kesimpulan, bahwa:

2. ®lbid, h. 20-21

=4  h.

w * A. Basit Badar Mutawally, Muhadarat fi al-Figh al-Mugaran (Mesir: Dar al-Salam., 1999),
h. 1207137

o ¥ Abd. al-Rahman al-Jazairi, al-Figh ‘ala al-Madzahib al-’Arba’ah, (Kairo: Maktabah al-
Tijariyyah, 1969), h. 1-2.

W % Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1996)h. 12.
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Hak monopoli dalam memiliki kemanfaatan atas istrinya hanya dimiliki
oleh suami, karena selain suaminya haram merasakan kenikmatan itu.

Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat
melepaskan diri dari suaminya.

Faraj (kemaluan) si istri adalah hak miliknya selaku pemilik ragabah dan
manfa’at, Karena jika terjadi kekeliruan dalam wati syubhat, maka wajib
atas suami tersebut membayar misl kepada istri, bukan kepada suami.
Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri
berkewajiban menyerahkan faraj (kemaluannya) sewaktu diminta oleh
suaminya. Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya
berkewajiban memelihara moral istri. Jadi kalau si suami sudah
membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali
bahawa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi
tuntutan istrinya.

Sebagian ulama Syafi’iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad

ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Seperti dalam

penjelasan berikut ini;
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“Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan
kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja atau yang

semakna dengan keduanya.*

Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan

definisi sebagai berikut :

Fom £ -=f.=|':| - T 3| o = -
| 5555 LE__—_.‘:.L. dana .‘L.L.,..'id e JaE
" -
“Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-
laki menikmati kesenangang dengan seorang perempuan secara

. 5 40
sengaja’.

Jadi bukan akad tamlik bi al-intifa’. Demikian pula di dalam al-Qur’an
dan hadis-hadis Nabi, perkataan “nikah” pada umumnya diartikan dengan
“perjanjian perikatan”.Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat
imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang
dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan
khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk
melaksanakan nikah. Yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji,

sholat, jihad, dan puasa sunnah.

uej[ng Jo AJISIdATU[) DTWR[S] 3}e}G

Unda@

BIY WISe)] JIIe

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Figh Munakahat dan
Epdang Perkawinan), (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 37
Ibid
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Di Indonesia terdapat hukum positif yang mengatur tentang
pernikahan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan
bahwa : Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha
Esa. “ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia
disebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah “akad yang
sangat kuat atau miitsagon gholiidhon untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.*?

Definisi di atas bila dirinci lebih lanjut, maka akan ditemukan
beberapa point penting berikut ini:

a. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami istri.

b. lkatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan sejahtera.

c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan
pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhon” dalam

definisi KHI di atas, merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir

-

2}IPS JO AJISIdATU() DTWR[S] 3}e}G

* Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan

Figih®an Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 45-46.

9p)

*2 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Direktorat Jenderal

Pemﬁﬁaan Kelembagaan Agama Islam, 1997), h. 14
-t
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batin” yang terdapat dalam rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan itu
sendiri. Hal ini, menunjukkan bahwa akad perkawinan bukanlah semata-mata
perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk mentaati
perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan
penjelasan dari ungkapan “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam
rumusan UU No 1/1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjelaskan bahwa
perkawinan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama, sehingga
berimplikasi ibadah bagi orang yang melaksanakannya.

Oleh karena perkawinan merupakan perbuatan ibadah maka
perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di
jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia di ambil melalui prosesi
keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu

Abbas yang di nukil oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin berikut;

: - | - I%J.-:-;f.:f_}aﬂ;o, — ,ilfjﬂ’:ﬂ'.-l £
gJ-ﬂ «:JLu.!l.'a:.__ e f"]’L"""IIJ' EJ.'J f.l'.-t'l: '_J.E-_r.n.ﬁ.?l.-:-"-l II.CI

“Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu
menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan
Allah”.®

Jika demikian, maka hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU

No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena

@ * Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Figh Munakahat dan
Undaﬁ—undang Perkawinan), (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 41.
-t
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keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi
sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk
membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan
Yang Maha Esa.* Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan
hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang
memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak
pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan
tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara
(government).®

Imam asy-Syafi’i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu
calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam
Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri,
sigat.**Mahar/ mas kawin adalah hak wanita,karena dengan menerima mahar,
artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja
mengawininya. Mempermahal mahar adalah suatu hal yang dibenci Islam,

karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama

=
“< “ Bunyi teks lengkapnya adalah lkatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
Wanit%sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum
islam&Yogyakarta; Pustaka Yustisia), h. 7
o * AP. Gragtu L.L.B, You and The Law (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., t.t.), h.

139 B

 * Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ala al-Mazahib al-4rba’ah, (Kairo: Maktabah at-
Tijariyah, t.t.), Vol. IV, h. 12
-t

I

ery wisey J



AVIE VISNS NIN

|DU

‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ui sin} eA1ey yninjes neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw buele|q 'z

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebunuaday ueyibniaw yepy uedinbuad g

‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

\lyﬂ

h

®

:Jaquins ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul Sin} eAIRY yninjes neje uelbeges diynbusw Buele|iq °|

Buepun-6uepun 1Bunpuljig e3di yeH

neiy e)ysng NN !lw eidio yey o

26

manusia.*’ Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar
perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah.
Sebagaimana saksimenjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi’i.
As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwaakad nikah
merupakan ijab gabul yang memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:
a. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan,yaitu berakal, balig,
dan merdeka.
b. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuhuntuk melakukan
akad.
c. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itumenguntungkan
pihak yang berijab.
d. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad beradadalam satu majlis
dan saling memahami ucapan lawan.*®
Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepaka tbahwa akad nikah itu
baru terjadi setelah dipenuhinyarukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:
a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa danberakal (akil balig).
b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantinlaki-laki yang

diberikan setelah resmi menjadi suamiistri kepada istrinya.

1986

eIy WISe)] JIIeAS ue[ng Jo AJISIdATU() DTWE[S] d}e}§

" |brahim M. al-Jamal, Figh Wanita, alih bahasa Anshori Umar (Semarang: CV. Asy-Syifa,
. 373
8 As-Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1973), h. 34-36
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d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksiyang adil dan laki-
laki Islam merdeka.

e. Harus ada upacara ijab gabul, ijab ialah penawaran daripihak calon istri
atau walinya atau wakilnya dan gabulpenerimaan oleh calon suami
dengan menyebutkanbesarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.

f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah(pernikahan) maka
hendaknya diadakan walimah(pesta pernikahan).

g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuaidengan analogi surat
Ali-Imran ayat 282 harusdiadakani i’/an an-nikah (pendaftaran nikah),
kepadaPejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22Tahun 1946
jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun1974 (lihat juga Pasal 7 KHI
Instruksi Presiden Rl No.1Tahun 1991).%

Sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap
pernikahan, yang selalu diperhatikanadalah jaminan bahwa ikatan pernikahan
itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama.Untuk
mencapai tujuan tersebut, Islammemberikan beberapa aturan dan batasan
tertentu yangdapat digunakan untuk menuju kepadanya.

Secara normatif, hukum asal dari pernikahan dalam Islam adalah
sunnah. Para ulama Malikiyaah Muta’akhirin berpendapat bahwa kawin itu

wajib untuk sebagian orang, namun sunnat untuk sebagian lainnya dan juga

h. 48-

eIy WIse)] JIIBAg Wejyng jo AJISIdATU() DTWER[S] 383§

9 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002),
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mubah untuk segolongan yang lainnya.”® Hal itu, jika ditinjau berdasarkan
atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi’iyah
mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubabh,
disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.>* Berkaitan dengan
hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya
perkawinan, yaitu:

Pertama, Wajib. Seseorang akan menanggung hukum wajib, jika
orang itu telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan
dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin.
Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib
menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu
wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan
z E -

kaidah: Sl e MWl YL

= e A ¥ - v

“Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka

sesuatu yang lain itu pun wajib”.?

Kedua, Sunnah. Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat
jumhur ulama’.> Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan
kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak

dikhawatirkan akan berbuat zina.

BIY WISe)] JIIeAG UB)[NG JO AJISIIATU) DTWR]S] 3}e)§

:‘1) Abd. Rahman Ghozaly, Figh Munakahat, (Jakarta; Prenada Media, 2003), h. 16
Ibid, h. 18

%2 Rachmat Syafe’i, llmu Ushul Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 139

5% Al-Mawardi, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h. 1
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Ketiga, Makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk
melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan
diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya
tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat
untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

Keempat, Haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan
tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan
kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam
melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk
juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain,
masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak
dapat kawin dengan orang lain.

Kelima, Mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk
melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan
berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.
Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan
bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga
yang sejahtera.

Pencatatan Perkawinan

Registrasi atau pencatatan memuat pencatatan tentang kependudukan

dan kejadian-kejadian vital lainnya. Pencatatan kependudukan berkaitan

dengan perubahan nama, perubahan pekerjaan dan perubahan tempat tinggal
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seperti migrasi dari suatu daerah ke daerah lain. Termasuk pula gerak
penduduk antar negara, masuk dan keluar dari suatu negara baik bandar
udara atau pun laut. Adapun pencatatan kejadian-kejadian vital
kependudukan adalah seperti pencatatan kelahiran, kematian, kematian janin,
abortus, perkawinan dan perceraian.>* Semuanya dicatat secara bersamasama
dengan karakteristik orang-orang yang bersangkutan, seperti umur, jenis
kelamin, tempat kelahiran, status perkawinan dan lain-lain,>® termasuk pula
pencatatan status agama seseorang.

Sementara buku nikah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi pencatatan nikah secara sah di
depan hukum. Proses pencatatan sendiri berarti suatu administrasi negara
dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya.
Mencatat artinya memasukkan pernikahan itu dalam buku nikah kepada
masing-masing suami isteri. Kutipan buku nikah itu sebagai bukti otentik
yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh
pegawai pencatat pernikahan pada kantor catatan sipil sebagai dimaksud
dalam  perundang-undangan yang berlaku mengenai  pencatatan

pernikahan.*®

nng; JO AJISIdATU() DTWR[S] 3}e}S

** Said Rusli, Pengantar Ilmu Kependudukan, (Jakarta: LP3ES, 1988), h. 30.
%° Goergo W. Barclay, Teknik Analisa Kependudukan I, diterjemahkan oleh Rozi Muhir, dkk,

dari bﬂku asli yang berjudul “Techniques of population Analysis,” (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 39.
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% Arso Sastroatmodjo dan Awasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Bulan
1978, h. 56
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Jadi, yang dinamakan Pecatatan pernikahan adalah pendataan
administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam

masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun

Buepun-6uepun 1Bunpuljig e3di yeH

perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum
Islam.”’

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

neiy e)ysng NN !lw eidio yey o

Perkawinan, pencatatan akad nikah dilakukan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk®® yang
pada waktu itu hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura. Setelah keluarnya
UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954, * pencatatan akad nikah
sebagaimana dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 pun berlaku
untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pada masa itu pencatatan akad nikah bukan menjadi keharusan. Hal
ini dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946
yang menyatakan bahwa:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut

nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh

Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya.”

57 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 26

%8 http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2246.pdf. Diakses 5 Januari 2021

i http://produkhukumonline.blogspot.com/2011/11/undangundangno32tahun1954tentang.
iakses 5 Januari 2021
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Dalam pasal tersebut terlihat bahwa pegawai pencatat nikah hanya
bertugas mengawasi terlaksananya pernikahan agar dapat berlangsung sesuai
dengan ketentuanketentuan hukum Islam.

Adapun beberapa dasar hukum mengenai pencacatan pernikahan,
antara lain: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut

nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh

Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk

yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan

rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.®

Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2
menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.". ®

Pelaksanaan dari pencatatan ini diatur menurut PP Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pada bab Il pasal
2, ayat 1 berikut ini :

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan

perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai

Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954

tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."®

Ayat 2:

BIY WISe)Y JIIeAG UB)[NG JO AJISIDATU[) DIWER[S] 3}e}§

%0 |_jhat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
®1 |_ihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
82 Lihat Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
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"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain
agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada
Kantor Catatn Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai
perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Pasal 6 Ayat 1:

“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak
melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-sayart perkawinan
telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan
menurut Undang Undang.”

Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1),

Pegawai Pencatat meneliti pula:

a.

Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam
hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan
surat Kketerangan yang menyatakan umur dan asal-Ushdl  calon
mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan
itu;

Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat
tinggal orang tua calon mempelai;

Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),
(3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai
atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang Undang, dalam hal
calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2)
UndangUndang;

Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian
surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau
lebih;

Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab,
apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan
Bersenjata;

Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai
Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak
dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga
mewakilkan kepada orang lain.
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Kemudian dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang mengatur tata cara dan tata laksana pencatatan peristiwa
penting yang dialami oleh seseorang dalam register pada Pencatatan Sipil
dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dialami setiap penduduk
Republik Indonesia. Pasal 1, ayat 4 UU No. 22 tahun 1946 tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan bahwa:

“Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan
membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri
Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak
mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya.
Surat keterangan ini diberikan dengan percuma”.

Pencatatan Nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan
dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui
perundangundangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan
khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melaui
pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan
diantara suami isteri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya
hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.®*

Dalam proses pelaksanaan pencatatan pernikahan tentunya ada berbagai
persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pasangan yang

hendak melangsungkan pernikahan dan mencatatkannya di KUA

sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9

eIy WISe) JIIeAG Yej[ng jo AJISIdATU[) dDIWER[S] 3}e}G

%% Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
% Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 108
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Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang
Pencatatan Nikah.

Secara rinci, dokumen-dokumen tersebut meliputi: 1. Fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) calon pengantin (minimal 4 lembar). 2. Fotokopi
Kartu Keluarga (KK) calon pengantin (minimal 3 lembar). 3. Pas photo
berwarna calon pengantin dengan ukuran 2x3 (5 lembar) & ukuran 3x4 (8
lembar). 4. Surat pengantar dari RT setempat. 5. Surat Pernyataan Belum
Pernah Menikah atau Surat Pernyataan masih Perjaka/Perawan, bermaterai
Rp. 6.000,- (biasanya RT setempat menyediakan, jika tidak ada bisa dibuat
sendiri). 6. N1, N2 dan N4 dari desa/kelurahan. 7. Surat izin orangtua (N5).
8. N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati). 9. Akta Cerai dari
Pengadilan Agama (bagi janda/duda cerai hidup).

Adapun prosesnya, berdasarkan KMA RI No. 477 tahun 2004 Tentang
Pencatatan Nikah, dapat diterangkan sebagai berikut: Untuk Calon Pengantin
Laki-laki (CPL):

1. Calon Pengantin Laki-laki (CPL) yang hendak menikah dalam kurun
waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja datang ke Ketua RT setempat
guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk ke kantor
Kelurahan, sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih

Perjaka/Duda (jika tidak ada, surat pernyataan ini bisa dibuat sendiri),
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dengan membawa : a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK). b) Fotocopy KTP

(2 lembar). c) Materai 6.000 (1 lembar)

2. Pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas dan imunisasi (TT1, TT2, dll).

3. Ke kantor kelurahan untuk membuat surat-surat yang diperlukan N1, N2,

N4, N6 (untuk duda cerai mati) & surat pengantar untuk KUA, dengan
membawa : a) Fotocopy Kartu Keluarga (CPP 2 lembar & CPW 1
lembar). b) Fotocopy KTP (CPP 2 lembar & CPW 1 lembar) Semua
surat-surat yang sudah diperoleh dari kelurahan tersebut hendaknya di

fotokopi rangkap dua.

4. Berkas-berkas surat pengantar dari kelurahan dibawa ke KUA setempat.

5.

Bila pernikahan dilakukan di luar wilayah kerja KUA dimana CPL
tinggal, maka CPL harus membawa seluruh berkas yang sudah disahkan
di desa/kelurahan tersebut di atas ke KUA setempat untuk
membuat/meminta Surat Keterangan Rekomendasi Nikah ke keluar
daerah, atau yang biasa disebut Surat Keterangan Numpang Nikah.

Sementara untuk Calon Pengantin Perempuan (CPP)

. Calon Pengantin Perempuan (CPP) yang hendak menikah dalam kurun

waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja datang ke Ketua RT setempat
guna meminta surat pengantar hendak menikah untuk dibawa ke kantor
kelurahan, sekaligus minta blangko formulir pernyataan masih

Perawan/Janda (jika tidak ada surat pernyataan ini bisa dibuat sendiri),
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dengan membawa : a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) b) Fotokopi KTP (2

lembar) c) Materai 6.000

. Pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas dan imunisasi (TT1, TT2, dll).

. Ke kantor kelurahan untuk membuat surat-surat yang diperlukan N1, N2,

N4, N6 (untuk duda cerai mati) & surat pengantar untuk KUA + N5
(Surat Persetujuan Orang Tua), dengan membawa: a) Fotocopy Kartu
Keluarga (CPW 2 lembar & CPP 1 lembar). b) Fotocopy KTP (CPW 2
lembar & CPP 1 lembar) Semua surat yang diperoleh dari kelurahan agar

difotokopi rangkap dua.

. Berkas-berkas surat pengantar dari kelurahan selanjutnya dibawa ke KUA

setempat.

. Kedua calon pengantin mendaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

pada tempat pendaftaran: a) Tempat Pendaftaran dijabat oleh seorang
pegawai yang merangkap sebagai Bendahara dengan tugas menerima
pendaftaran dan menerima persyaratan pernikahan untuk diverifikasi oleh
Penghulu. b) Penghulu memverifikasi seluruh administrasi persyaratan
nikah. c) Penghulu mengadakan penataran Pola 5 Jam terhadap Catin
memanfaatkan waktu 10 (sepuluh) hari kerja). d) Kepala KUA melakukan
penjadwalan dan menunjuk penghulu sebagai pelaksana. e) Persyaratan
yang telah dilengkapi model NB dimasukkan pada Buku Kendali. f)

Pelaksanaan nikah oleh penghulu. g) Penulisan Register oleh Staf atau
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Penghulu. h) Penulisan Kutipan Akta Nikah oleh penghulu. i) Ekspedisi

Surat Nikah oleh staf. j) Arsip oleh staf. ®

Pernikahan dalam konsep yang formal menurut peraturan
perundangundangan memadukan antara pelaksanaan aturan agama dan
hukum positif. Peraturan agama terimplementasi dalam prosesi akad nikah
yang harus memenuhi rukun dan syarat, dimana keduanya menjadi parameter
keabsahan pernikahan. Namun, sekedar mendasarkan pada ketentuan agama
saja tidak cukup karena berarti perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan
pembuktian secara yuridis, karena itu diperlukan pencatatan perkawinan di
depan penghulu KUA.

Sedangkan dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan memerlukan
pelayanan administrasi, di mana karena pelayanan tersebut maka masyarakat
yang berkepentingan harus membayar biaya administrasi sebagaimana sudah
ditentukan.15 Sebelum keluarnya PP No. 48 Tahun 2014 ada beberapa
peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan pernikahan. diantaranya
terdapat 14 Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 477 tahun 2004 Tentang
Pencatatan Nikdalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51
Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

Berlaku Pada Departemen Agama (Kementerian Agama).
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Dalam penjelasan PP tersebut pada poin ke Ill disebutkan mengenai
penerimaan dari KUA kecamatan, biaya pencatatan nikah dan rujuk sebesar
Rp. 30 ribu per peristiwa.16 Irjen Kementerian Agama M. Jasin
membenarkan ketentuan tersebut, bahwa biaya pencatatan nikah dan rujuk
sebesar Rp. 30 ribu. Aturan terbaru mengenai biaya pencatatan pernikahan di
Kantor Urusan Agama (KUA) vyaitu terdapat dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Kementerian Agama). PP ini
berisi penetapan biaya pencatatan nikah dan rujuk di KUA pada jam dan hari
kerja Rp. 0,00- (nol rupiah) dan apabila dilaksanakan di luar jam dan hari
kerja KUA dikenakan biaya Rp. 600.000,-. Pengecualian terhadap warga
Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang
melaksanakan nikah di luar KUA dapat dikenakan tarif Rp. 0 (nol rupiah)
atau bisa dikatakan gratis.

Secara normatif, kemestian dilakukannya  pencatatan perkawinan
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 5 dan 6 yang
berbunyi:

a. Pasal 5ayat 1: Agar terjamin Kketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Dan ayat 2:
Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh

pegawai pencatat nikah.
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b. Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa Untuk memenuhi ketentuan
dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di
hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. dan ayat 2
menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan
pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.®

Berdasarkan bunyi pasal di atas dapat difahami bahwa pencatatan
perkawinan paling tidak dimaksudkan agar perkawinan dapat
dilaksanakan dengan tertib dan perkawinan yang dilaksanakan memiliki
kekuatan hukum. Kedua hal tersebut sangat diperlukan baik oleh para
pihak yang melangsungkan perkawinan dan yang berkepentingan dari
perkawinan tersebut maupun bagi pemerintah dalam rangka menjaga
stabilitas masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegunaan pencatatan nikah menurut ketentuan KHI, di antaranya
sebagai alat bukti bahwa telah dilakukan perkawinan, hal ini sebagaimana
diatur pada pasal 7 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya
dapatdibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat
Nikah.dan diajukanisbat nikahnya kepengadilan Agama.®” Dengan demikian,
akte nikah menjadi alat bukti yang sangat kuatjika dibandingkan dengan
kedudukan saksi dalam perkawinan, bahkan akte nikah tersebut digunakan

sebagai dokumen penting dalam kegiatan administrasi sehari-hari,
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sehingga warga negara Indonesia tidak dapat memisahkan diri dari
pencatatan tersebut. Selain itu, kegiatan pencatatan perkawinan pada
intinya adalah untuk melakukan penelitian ataupemeriksaan dokumen
yang terkait dengan identitas calon mempelai, serta memeriksa  dokumen
pendukung dalam rangka ~memastikan agar perkawinan tersebut
tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia.
Konsep tentang Magqasid asy-syariah

Secara etimologi Magasid asy-syariah terdiri dari dua unsur kata yaitu;
Magasid dan syarzah, unsur pertama (Magqasid) merupakan bentuk jama’ dari
kata magshud yang merupakan kata jadian (masdar) gashada yang berarti
bermaksud atau menuju sesuatu. Dengan demikian Magqgasid adalah tempat
atau objek sasaran dari suatu tindakan.®® Unsur kedua, (syarfah) berarti
kebiasaan atau sunnah.®® Pada mulanya kata syari’ah dimaksudkan bagi
semua tuntutan Allah kepada umat-Nya yang disampaikan melalui
Rasulullah SAW.” Kemudian dalam istilah ahli Ushal figh mengalami
penyempitan makna, bagi mereka syari’ah merupakan bagian tertentu dari

ajaran Islam secara keseluruhan. Kata syari’ah menurut mereka mempunyai

9,., % Louis Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-4 "lam, (Beirut: Dar al-Masyrig, 1996), h. 632.
Lihat jmga Abdul Wahab Khalaf, ‘Iim Ushul al-Figh, (Kairo: Dar al-Quwaitiyyah, 1986), h. 216.

£ % satria Effendi M. Zein, Ushul Figh, Pendidikan Kader Ulama’ Angkatan ke-8 MUI,
(Jakarga: Media Utama, 2000), h. 26.

=

0 QS. (42) : 13, QS. (45): 18. Lihat penjelasan Fazlur Rahman, al-Islam, (Chicago:

Univewsity
of Chigago, 1979), h. 108
-t
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kesesuaian dengan salah satu tema pokok al-Qur’an yang secara sederhana
diungkapkan dalam tiga hal: aqidah, akhlak dan syari’ah, dalam kaitan ini
syari’ah dikaitkan dengan “hukum syara” yang berkaitan dengan amal
lahiriah mukallaf.”

Secara terminologis terdapat beberapa pengertian yang diungkapkan
oleh ulama’ Ushdl  figh, Imam al-Syatibi mempergunakan kata yang
berbeda-beda dengan sebutan tersebut, misalnya Magasid asy-syariah,” atau
al-maqashid al- Syar’iyyah fi al-Syari’ah, dan magqashid min syar’i al-
hukm,”® walaupun kata- kata tersebut secara redaksional berbeda-beda namun
mengandung pengertian yang sama Yyakni berarti tujuan hukum yang
diturunkan oleh Allah SWT. Secara lebih tegas Imam al-Syatibi memberikan
definisinya dengan ungkapan,”’Sesungguhnya syari’ah itu bertujuan
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.””* Sementara
Illal al-Fasi memberikan definisi magasid al- Syari’ah secara lebih ringkas,

yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari’ah dan rahasia-rahasia dibalik

setiap ketetapan dalam hukum syari’ah.”

<

al-1
wn
£
(Jakarga:

=

™ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, al-Muwafagat fiy Ushul al-Syari’at, (Beirut: Dar

m%l-MaIayin, tt), Juz V, h. 4-5.

T2 ki
Ibid., h. 6.
"Ibid.,h. 7-8. Lihat Asfari Jaya Bahri, Konsep Magqasid al-Syari’ah (Menurut al-Syatibi),
Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1-2.
"Ibid., h. 8.

W " Ilall al-Fasi, Magasid al-Syari'ah al-1slamiyyah, (Rabat: Maktabah al-Wahdah al-Arabiyah,
tt), h. 50 dan 169.
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Menurutnya Imam al-Syatibi, magashid al-syari ah terbagi menjadi tiga
bagian, yaitu:

“(1). Kemauan taklif, maknanya adalah kemauan seorang mukallaf

dalam mengerjakan beban yang telah ditentukan oleh Syari’.

Selanjutnya as- Syatibi mengatakan bahwa perkara yang maklum adalah

yang sesuai dengan perbuatan mukallaf. Sedangkan keterkaitan antara

perbuatan dengan perkara tersebut, itulah yang dimaksud oleh Syari’,

(2) Magqashid sebagai dalalah dari khithab syara’ atau menurut ahli

ushdl adalah nash,dan (3) Magashid syari’ah dari hukum, yaitu menarik

kemaslahatan dan menghindari kesusahan”.”

Menurutnya Muhammad al-Thahir ibn Ashdr membagi magashid al-
syari’ah menjadi dua bagian, yaitu: (1)Maqgashid al-syari’ah al-‘ammah
adalah makna-makna dan hukum yang telah didiskripsikan oleh Syari’ dalam
segenap permasalahan syara’ tanpa mengkhususkan pada hal-hal tertentu.
Pembahasannya meliputi: Karakteristik syari’ah, Tujuannya secara umum,
makna-makna yang mempunyai Kkorelasi dengan pensyari’atan dan
sebagainya, dan (2) Magashid al-syari’ah al khashah adalah tata cara yang
dimaksudkan oleh syara’ untuk merealisasikan maqa shid manusia yang
mempunyai nilai kemanfaatan atau untuk menjaga mashlahah manusia
dalam aktifitasnya“.””

“Inti dari tasyri’ Islam adalah jalbu al-mashalih dan dar’u al-mafsadah.

Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan

ue}[pg Jo AJISIdATU[) DTWER[S] 3}e}§

T
Ibid., h. 9
" Muhammad Théhir bin ‘Asydr, Magashid al-Syari’ah al-Islamiyyah, (Amman: Dar al-

Nafa’ig) 2001), h. 252-253. Lihat M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Illahi, al-Qur’an dan Dinamika
kehid@an Masyarakat, (Jakarta; Lentera Hati, 2006), h. 242,
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perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan
tetapi, mashlahah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari
kesalehan ummah atau jamaah. Tinjauan mashlahah dari sisi pengaruh ini
terbagi ke dalam dlardriyah, hjjiyah dan tahsiniyah. Secara garis besar
magqdshid syari’ah terbagi dua bagian®:

Pertama, maqgashid yang dikembalikan kepada maksud syari’. Syari’
menurunkan hukum bagi makhluknya dengan satu illat vyaitu
kemaslahatanmanusia, baik kemaslahatan duniawi, maupun kemaslahatan
ukhrawi. Kedua, hukum syari’ah yang dikembalikan kepada maksud
mukallaf. Hal ini dapat diimplementasikan dalam tiga visi; dlarQriyah,
hajjiyah dan tahsiniyah*.”®

Menjaga maqsha shid syari’ah sebagaimana yang digariskan oleh ahli
Ushal  Figh terbagi kepada tiga tingkatan: dlarQriyah, hajjiyah dan
tahsiniyah. Dalam figh aulawiyat dituntut untuk mendahulukan dlardriyah
dari pada yang hajjiyah. Demikian halnya jika terjadi pergesekan antara
hajjiyah dan tahsi niyah, kita dituntut untuk mendahulukan hajjiyah daripada

tahsiniyah.

Pertama, dlardriyah adalah bentuk kemaslahatan primer yang
mendesak untuk dipenuhi oleh masyarakat baik secara kolektif maupun oleh
masing-masing individu. Sekiranya terabaikan maka akan mengakibatkan

destruktif bagi manusia sendiri atau tatanan yang telah mapan. Dalam

IPS JO AJISISATU[) DTWR[S] 3}e}G
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"8 Dalam buku Figih Lintas Agama, istilah ini lebih dimudahkan dengan istilah Kemaslahatan

yang =bersifat primer (al-dharuriyyah), kemaslahatan yang bersifat sekunder (al-hajiyah), dan
kemaslahatan yang bersifat suplementer (al-tahsiniyyat). Lihat Mun’im A Sirry (Ed), Figih Lintas
AgamE Membangun Masyarakat Inklusif Pluralis (Jakarta; Paramadina, 2004), h., 10-11.
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kaitannya dengan dlarQriyah, sebagaimana yang akan dirinci nanti dibagi
menjadi lima bagian hifdz al-din lebih diprioritaskan daripada hifdz al-nafs,
dan hifdz al-nafs lebih diprioritaskan daripada hifz al-‘ag/ dan begitu
seterusnya.

Kedua, hajjiyah adalah kemaslahatan yang diperlukan oleh masyarakat
demi peningkatan kestabilan tatanan hidup, atau guna terciptanya kondisi
yang lebih baik. Jika mashlahah ini terabaikan bahayanya tidak sampai
mengganggu kemapanan yang ada, hanya terjadi kekurang serasian hidup.
Sepertipensyari’atan rukhshah (keringanan) dalam hifdz al-din, dan hifdz
nashl menasabkan anak hasil adopsi kepada orang tua asli dan
diperbolehkannya berbuka puasa bagi musafir serta yang sakit. Termasuk
dalam hal ini penciptaan cara-cara lain sebagai sad al dzardi’.

Ketiga, tahsi niyat adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk
menumbuhkan sikap kepribadian dan kemuliaan akhlag, berorientasi pada
legitimasi sosial yang tidak kontradiktif dengan syari’at. Kemashlahatan
tahsniyat melahirkan kondisi umat yang mendekati kesempurnaan, sehingga
bisa menarik simpati dari umat lain terhadap masyarakat Islam. Seperti
disyari’atkannya menjaga kebersihan, berhias dan dalam mu’amalah terdapat
pelarangan menjual barang najis dan kotoran yang membahayakan kesehatan
umum. Lebih terperinci lagi, magashid syari’ah dalam visi dlartiriyah terbagi
menjadi lima yang kemudian lebih dikenal dengan al- kulliyat al-khams,

yaitu :
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Hifdz al-Din; (Perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari’ah Islam
mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan
yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan
shari’ah Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan
secara damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling
intervensi dan interpolasi ajaran,” sehingga keyakinan masing-masing
tergambar jelas, (QS. al-Kafirun 109: 1-6). Syari’ah Islam juga
melarang ada pemaksaan untuk memeluk agama di luar keyakinannya
(QS. al-Bagarah 2: 256). Dampaknya adalah membuahkan kerjasama
yang seimbang antara ummat beragama dalam kegiatan social, ekonomi,
pertahanan, keamanan, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Yang

digambarkan oleh QS. al-Mumtahanah 60: 8, yaitu

O & e Ga SR Gl 8 &5 1 gl "*\emv
[,.dm.s.d’ \g_\;_a \u\;,g_’.l\\ & °’3‘J§3

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan
tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS. al-
Mumtahanah/60: 8)%

2012)

eIy Wise) JIIEAG uejng jo AJISIdATU) dDIWE]S] 3}e}§

" Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syari’ah, (Jakarta; Amzah, 2009) him, 14-20.
8 Alqur’an Qordoba, Alqur’an dan Terjemah Tajwid, (Jakarta: Yayasan Takaful Indonesia,

. 550.
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Ayat ini, menegaskan bahwa tidak boleh melakukan Kketidak
adilan terhadap orang-orang yang tidak memerangi atau memusui Islam.
Dalam konteks ke-Indonesiaan yang sangat majmuk saat ini, maka
tuntutan untuk saling menghormati dan mendamaikan antar sesame
bangsa, menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Hifdz al-nafs (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam
mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan
keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan,
martabat manusia sebagai anugrah dari Alah SWT. Dampaknya adalah
terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan
beradab (masyarakat madani/civil society), (QS. al-An’am 6: 151), (al-
Bagarah 2: 179).

53K 50 i G e el b 24T

Dan dalam qgisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai

orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa (al-Bagarah 2:

179).%

Ayat ini memberikan penjelasan tentang kemungkinan terjadinya
gishash atas orang-orang yang berbuat tidak adil pada dirinya. Namun

demikian memaafkan dengan memberikan jaminan kehidupan yang

lebih baik bagi seseorang, itu lebih baik dan mulia.

eIy WISe) JIIeA§ uej[ng jo AJISIdATU) dDIWR[S] 3}e}§
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Hifdz al-agl (Perlindungan terhadap eksistensi akal); akal adalah
dimensi paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya
menjadi pembeda utama dengan makhluk lain serta menjadi alasan
mengapa Allah menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia.
Akal juga amat menentukan baik buruknya perilaku hidup dan
peradaban. Oleh karena itu, shari’ah Islam mengajarkan untuk
memelihara dan mengembangkan kejernihan apemikiran manusia serta
amannya produk pemikiran manusia, sehingga tidak mudah kegalauan
dan kebingungan yang dapat menimbulkan keberingasan. Oleh karena
itu apapun yang dapat merugikan fungsi pemikiran, baik dalam bentuk
fistkk maupun non fisik, dicegat oleh syari’at Islam. Perlindungan
terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi agliyah manusia
merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat yang
menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua

orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama.

Jac (e L)AAJ E\JJ\J\} SaiV )ml\j )A;J\ Lu\ \).m\ u.ul\ L’@_“‘l_,

Osald r,SL.J uala ul:.ul\
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya mlnuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan
anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.
Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS.
al-Maidah/5: 90)%

eIy WISeY JIIeA§ uejng jo AJISIdATU) dDIWE[S] d}e}§
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Penting bagi umat Islam untuk menjaga akal sehatnya agar tetap
teguh dan berkembang dengan baik. Minuman keras, dan hal-hal lain
yang bisa menyebabkan hilangnya fungsi akal manusia, sungguh sangat
dilarang oleh Allah SWT.

Hifdz al-Nasl (Perlindungan terhadap keturunan); Islam mengajarkan
untuk memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan),
sehingga masing- masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga
yang jelas demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan

kehidupan yang tenteram dan tenang:

B35 A Jeasy L) 1580 1551 AT G a1 GBS G A e

G30RE o5l Y Al 3 GFAaA )
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu
cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di
antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang
berpikir. (QS. al-Rum/30: 21)%

Perkawinan ini diantaranya adalah upaya Allah untuk memberikan
ruang bagi manusia untuk bisa merawat dan meneruskan keturunan
biologisnya. Islam sangat memberikan penghormatan bagi manusia
untuk terus mengembangkan keturunannya dengan baik. Oleh karena
itu, Allah melarang umatnya untuk mencelakai atau mencederai

keturunan Kkita.

eIy WISeY JIIeA§ uejng jo AJISIdATU) dDIWE[S] d}e}§
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Hifdz al-Mal (Perlindungan terhadap harta); Islam mengajarkan untuk
menjamin  perkembangan ekonomi  masyarakat yang saling
menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah
sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab
(economical civility). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara
memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan
keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli, (QS.

al-Bagarah 2: 275), (QS. al-Nisa 4: 29).

Ge s ujs.' o ‘J\ dl:uu (.,s.mr,ﬁ\y\ \;&Sl_a Y \}m\ u.ml\ L@_.u

LA.\;‘)?SAL}LSAS\L)‘ (’SM&H)LEY}(’SJA ).1
Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. al-Nisa 4: 29).%*

Setelah itu semua, Islam juga menjamin hukum privasi umat Islam
sendiri. Yaitu harta kekayaan yang dimiliki sesungguhnya adalah milik
Tuhan tetapi diberikan keluasan baginya untuk memfungsikannya.
Namun demikian, lagi-lagi Allah menerangkan tentang ketidakbolehan

untuk saling merampas dan berbuat batil.

eIy WISe) JIIeA§ uej[ng jo AJISIdATU) dDIWR[S] 3}e}§
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Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun
Mahkamah Agung membina bidang tehnik yustisial Peradilan Agama.Tugas
pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan
pokok kehakiman.® Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-
badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok
untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara yang di ajukan kepadanya”.

Dengan dikeluarkanya UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan
agama tersebut, maka terdapat empat lingkungan peradilan di Indonesia,
yaitu peradilan umum, perdilan agama, peradialan militer, dan peradilan tata
usaha negara. Klausul pada undang-undang tersebut secara tegas
memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang
sebelumnya hanya dibawah Kementrin Agama. Oleh karena itu, secara tidak
langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilanpengadilan
lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia. ® Pada tahun 1977

Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi

JIPS JO AJISISATU) DIWE[S] 3}e}S
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8 Basiq Jalil, Pengadilan Agama di Indonesia, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

et. ke-1, h.109

8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992),
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kedudukan Pengadilan Agama, vyaitu dengan diberikannya hak bagi
Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan Peradilan Agama.

Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya
UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang- undang ini merupakan
kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan dilndonesia, berlaku bagi seluruh
warga negara.® Sebelum lahirnya undang- undang perkawinan pemerintah
mencoba menindaklanjuti pesan undang- undang No.14 tahun 1970, proses
ini membutuhkan waktu yang cukup lama , hingga akhirnya rancangan
undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan dan di
undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 49. Upaya ini bukanlah semata- mata untuk
memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk
memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang
dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.®® Dengan demikian
Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya
sendiri.

Sebelum undang-undang nomor 7 tahun 1989 berlaku dasar

penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain :

BIY WISe)Y JIIeAG UB)[NG JO AJISIDATU[) DIWER[S] 3}e}§

bid, h. 12
8 Ahmad Rofig, op.cit, h.37
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Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura ( staatsblad
tahun 1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).
Peraturan tentang kerapatan gadhi dan kerapatan gadhi besar untuk
sebagian residensi Kalimantan selatan dan timur (staadsblad tahun 1973
nomor 638 dan 639).

Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan
Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura, (lembaran negara tahun
1957 nomor 99).%

Ketentuan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan.*
Meskipun undang-undang No 7 1989 kompetensi absolut telah
disebutkan pada pasal 1989 namun masih sangat global untuk itu
diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka
berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan kompilasi hukum
Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi
Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus
dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia yang beragama Islam, dengan
demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan pengadilan agama karena
sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena
referensi hakim yang berbeda pula dan dipengaruhi oleh situasi dan

lingkungan.

uej[ng Jo AJISIdATU[) DTWR[S] 3}e}G
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W % Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2003
), cet.Ke- 4, h.126
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Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada
gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama
dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan
yang digunakan hakim mengenai hukum figh di Indonesia masih terpaku
pada mazhab Syafi’i, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama
karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan
Agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut
PP no. 45 tahun 1957.

Sesuai dengan Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal
18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan Pemerintah
No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syar“iah diluar Jawa dan Madura. Dalam huruf B Surat Edaran
tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum yang
memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syar“iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman
kitab-kitab sebagai berikut, yaitu. a). Al Bajuri; b). Fathul Muin dengan
Syarahnya; c). Syargawi alat Tahrir; d). Qulyubi/Muhalli; €). Fathul Wahab
dengan Syarahnya; f). Tuhfah; g). Targhibul Musytaq; h). Qawaninusy

Syar’iyah Lissayyid Usman bin Yahya; i). Qawaninusy Syar’iyah Lissayyid
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Shodagah Dahlan Syamsuri Lil Fara’idl;]). Al Figh ‘alal Muadzahibil
Arba’ah;dan k). Mughnil Muhtaj;*

Meskipun secara materi kitab-kitab tersebut terkenal keabsahannya,
namun hal tersebut tidak memecahkan masalah yang ada. Justru menambah
kesemrawutan rujukan hukum bagi Peradilan Agama.® Menurut Bustanul
Arifin yang dikutib Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia menjelaaskan bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah
kitab-kitab figh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau
setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan
pemakain kitab atau pendapat yang tidak menguntungkanya itu, seraya
menunjuk Kitab atau pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda.
Bahka diantara ke 13 kitab pegangan itu jarang digunakan sebagai rujukan
dan sering pula terjadi perselisihan diantara para hakim perihal kitab mana
yang menjadi rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan
Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai
“pendapat pengadilan” meskipun Hakim tidak menutup kemungkinan setuju

dengan pendapat pengarang sebuah buku (doktrin hukum) yang
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% Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958. Tentang

pembéfitukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar“iah diluar Jawa dan Madura

eIy WISe)] Jrrek

% Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 22
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mempengaruhi putusannya. ** Di samping masih adanya tarik ulur dalam
memahami kitab figh.*

Kalau kita cermati secara seksama dari 13 rujukan kitab yang
disarankan, kesemuannya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-
kitab rujukan tersebut merupakan Kkitab-kitab yang bermazhab Syafi“i.
Kecuali untuk kitab nomor 12 yang termasuk kedalam kitab komparatif
(perbandingan madzhab).®® Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam
bahasa Arab kecuali kitab Nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu
Arab. ¥ Kondisi sosial semacam itu yang membuat para tim perumus
Kompilasi Hukum Islam merasa perlu untuk membuat sebuah aturan baku
untuk memecah kebuntuan kondisi tersebut. Selaian alasan itu, pemerintah
juga memberikan alasan tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam penting
untuk dirumuskan.®

Di dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung
dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25
tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum
Islam melalauyurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek

Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa

Q
-~
n

*Ibid, h. 23
% Figh hanya dipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat

(fatwd}., Suparman Usman, Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata
Hukurt'Indonesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 144

=
9p)
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%|bid, h. 145
bid, h.146
%|bid, h 147.
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proyek ini diadakan oleh pemerintah, yaitu: Pertama, Bahwa sesuai dengan
fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya
peradilan disemua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di
lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam
yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama; dan Kedua,
Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tartib administrasi dalam proyek
pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu
membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para Pejabat
Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.”

Di dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 juga menyebutkan latar belakang
disusunnya Kompilasi Hukum Islam, yakni:

Pertama, Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu
hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran

hukum masyarakat dan bangsa Indonesia;
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% surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret

1985 Mo. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan
Hukuﬁ Islam melalaui yurisprudensi
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Kedua, Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama
mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya
sebagai peradilan Negara;

Ketiga, Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan
Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi
bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum
Perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18
Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman
dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab
yang kesemuanya madzhab Syafi’i;

Keempat, Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin
berkembang sehingga Kkitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk
diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain,
memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya
dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun
perbandingan di negara-negara lain.

Kelima, Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan

dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga
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dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama
sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan
kepadanya.'®

Demikian beberapa pandangan dan penjelasan yang berkenaan
dengan latar belakang diadakannya Kompilasi Hukum Islam yang
permaslahannya bertumpu pada pelaksanaan hukum Islam di Lingkungan
Peradilan Agama. Namun bukan berarti alasan yang dikemukakan diatas
diterima secara serta merta. Seperti Marzuki Wahid dan Rumadi dalam
bukunya Figh Madzhab Negara menyebutkan bahwa Kompilasi Hukum
Islam merupakan akumulasi dari konfigurasi politik hukum Islam di
Indonesia sebagai akibat pengaruh dari konfigurasi politik yang dimainkan
Orde Baru.™™

Menurut Abdul Chalim Mohammad dalam bukunya Abdurrahman
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengemukakan bahwa, gagasan untuk
menyusun Kompilasi Hukum Islam ini pada awal mulanya setelah 2,5 tahun
lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan
Peradilan Agama dan dalam penataran-penataran keterampilan teknis
justisial para hakim agama baik ditingkat nasional maupun regional. 1

Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak tak terkecuali bapak

2}IPS JO AJISIdATU[) DTWR[S] 3}e}G

1% Marzuki Wahid dan Rumadi, Figih Madzhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di

Indonkesia, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 153
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102 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h 32
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Presiden Soeharto. Pada bulan Maret 1985 Presiden Soeharto mengambil
prakarsa sehingga terbitlah SKB (Surat Keputusan Bersama) Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek Kompilasi
Hukum Islam.*® Tidak hanya sampai itu dukungan dari Presiden Soeharto.
Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama
tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang
Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui
Yurisprudensi dengan jangka waktu proyek selama 2 tahun.'%*

Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden
No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp
230.000.000,00 yang biaya tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dari
Presiden Soeharto sendiri.24 Memang tidak ada salahnya ketika seorang
kepala negara memberikan dukungan terhadap pembentukan sebuah hukum.
Namun disisi lain, hal ini juga akan memberikan kesan tersendiri terhadap
motif apa yang melatarbelakangi dukungan tersebut atau seberapa
pengaruhnya terhadap independensi produk hukum itu sendiri.

Terkait hal ini, Moh. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di
Indonesia menjelaskan bahwa karakter produk hukum secara dikotomis
dibagi menjadi dua yakni : Pertama, Produk hukum responsif atau

populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan

G ueng Jo AJISIdATU() dTWIR]S] 3)el}S

103y |h;
Ibid
104 Syarifuddin Jurdi, Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah,

Masyﬁakat Madani dan Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 176.
-t
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memenuhi harapan masyarakat; dan Kedua, Produk hukum konservatif atau
ortodoks atau elittis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan
visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat
positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana idiologi dan program
negara. berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup
terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam
masyarakat.'%®

Untuk mengetahui apakah suatu produk hukum responsif, atau
konservatis salah satu indikatornya adalah proses pembuatanya. Produk
hukum yang berkarakter responsif mengundang/melibatkan masyarakatnya
melalui kelompokkelompok sosial dan individu di dalam masyarakat.
Sedangkan proses pembuatan hukum yang bersifat ortodok cenderung
bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara

terutama pemegang kekuasaan.'®

Dari sini jelas bahwa ada indikasi dari pemerintah dalam hal ini
Presiden untuk ikut campur secara dominan dalam pembuatan Kompilasi
Hukum Islam. Peran aktif dominan pemerintah dalam pembentukan
Kompilasi Hukum Islam tidak sebatas itu, dalam hal gagasan adanya
rancangan penyusunanKompilasi Hukum Islam juga bergulir dari kalangan
birokrat, serta dalam hal tim proyek Kompilasi Hukum Islam juga diisi

sebagian besar oleh orangorang yang sama. 27 Setelah mendapat restu penuh

eIy WISe) JIIeAG Yej[ng jo AJISIdATU[) dDIWER[S] 3}e}G

105 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), h. 25
106 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h 18.
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dari Presiden Soeharto. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama membuat tim Kkerja
untukmemudahkan kinerja dari proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut.
Adapun nama-nama yang menjadi penyusun adalah sebagai berikut:
a. Pimpinan Umum
Prof. H. Busthanul Arifin, S. H. (Ketua Muda Urusan Lingkungan
Peradilan Agung)
b. Wakil I Pimpinan Umum
H. R. Djoko Soegianto, S. H. (Ketua Muda Urusan Lingkungan
Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis Mahkamah
Agung)
c. Wakil Il Pimpinan Umum
H. Zaini Dahlan, M. A. (Direktur Jenderal Pembinaan, Kelembagaan
Agama Islam Departemen Agama RI)
d. Pimpinan Pelaksana Proyek

H. Masrani Basran, S.H. (Hakim Agung Mahkamah Agung RI)

e. Wakil Pimpinan Pelaksana Proyek
H. Muchtar Zarkasih, S. H. (Direktur Pembinaan Badan Peradilan
Agama Islam Dep. Agama RI)

f. Sekretaris Proyek
Ny. Lies Sugondo, S. H. (Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI)

g. Wakil Sekretaris Drs. Marfudin Kosasih, S. H. (Pejabat Dep. Agama RI)
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h. Bendahara Proyek
1) Alex Marbun (Pejabat Mahkamah Agung RI)
2) Drs. Kadi (Pejabat Dep. Agama RI)
i. Pelaksana bidang yang meliputi :
a) Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi
(1)Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
(2)Prof. H. MD. Kholid, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
(3)Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)
b) Pelaksana Bidang Wawancara
(1)M. Yahya Harahap, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
(2)Abdul Gani Abdullah, S. H. (Pejabat Departemen Agama)
c) Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data
(1)H. Amiroeddin Noer, S. H. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
(2)Drs. Muhaimin Nur, S. H. (Pejabat Departemen Agama)
Selanjutnya dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21
Maret 1989 tersebut ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah
untuk melaksanakan usaha pembangunnan hukum Islam  melalui
yurisprudensi dengan jalan kogmpilasi huzkum. Sasarannya mengkaji kitab-
kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar
sesuai dengan perkembangan maasyarakat Indonesia untuk menuju hukum

nasional.
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HeH o

injaun Penelitian yang relevan

Beberapa upaya telah dilakukan untuk menelusuri penelitian-penelitian

I'gu eyd

ng telah dilakukan sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara

nelusuri atau membrowsing di pelbagai referensi baik melalui literatur-

=N | B

eratur yang berbentuk hasil penelitian, buku ataupun jurnal ilmiah yang telah

terbitkan atau pun belum bahkan termasuk pula artikel-artikel yang dipublikasi

BY8NS

ehh berbagai webblog. Upaya maksimal telah dilakukan dan hanya ada beberapa

e

referensi yang ditemukan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyati tentang pencatatan
pernikahan sebagai upaya penanggulangan nikah sirri. Penelitian ini terfokus
pada hukum nikah sirri dalam kajian kaidah-kaidah atau metode-metode Ushdl
fikih yaitu giyas, zari‘ah, maslahah dan ‘urf.Dengan menggunakan metode
giyas, Islamiyati menyamakan pencatatan akad nikah dengan pencatatan dalam
%dang muamalah di mana persoalan muamalah ini telah diatur terlebih dahulu
é}:\lam Q.S. al-Bagarah [2: 282]. Begitu juga dengan menggunakan teori zari ‘ah,
%!amiyati menyimpulkan bahwa akibat dari nikah sirri sangat merugikan pihak
éﬁ'ri dan anak-anak. Kendatipun di dalam nikah sirri terdapat kemaslahatan,
éiapi kemudaratan dari akad ini lebih besar. Selanjutnya dengan menggunakan
%etode maslahah, Islamiyati menyimpulkan bahwa setiap peraturan yang

-
g:iietapkan untuk menegakkan kemaslahatan maka ia merupakan penerjemahan

lglai-nilai ajaran Islam. Dalam pandangan ‘urf, nilai-nilai ajaran Islam akan dapat

BIY WISe)] JIIeAg
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©

7 E
V)

férwujud apabila hukum Islam selalu terbuka dengan kebutuhan zaman sekarang.
< .. : :
Hal ini seperti pencatatan merupakan suatu keharusan di zaman sekarang.'”’

Penelitian yang dilakukan Islamiyati sepertinya sama bahkan jika dilihat

BA!we

ri metode-metode Ushdl fikih yang digunakannya tampak lebih bervariasi jika

ﬁoandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Namun demikian,
=
gndatipun penelitian ini tampak sempurna tetapi tidak ditemukan pandangan
QD

akhir dari Islamiyati tentang akad nikah sirri itu sendiri dan kaitannya dengan

e

eksistensi pencatatan buku nikah; ia dapat menjadi syarat sah atau rukun akad
nikah.

Kedua, Supani meneliti tentang pencatatan perkawinan dalam teks
perundang-undangan perkawinan di beberapa negara Islam perspektif Ushdl
fikih. Pokok persoalan dalam penelitian ini adalah ketentuan pencatatan
perkawinan ditinjau dari Ushdl fikih. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa
(g beberapa negara Islam mengharuskan pencatatan perkawinan kecuali Al-Jazair
gﬁng menyatakan bahwa pernikahan dibolehkan setelah mendapat pengesahan
%ri pegawai yang berwenang; tanpa menyebutkan aturan pencatatan
A
@rkawinan. Menurut Supani, keharusan melakukan pencatatan perkawinan

<
ljukan diperoleh melalui aturan tegas dari Alquran atau pun hadis. Keharusan ini

IS

peroleh melalui analisis beberapa metode Ushdl fikih yaitu qiyas, zari‘ah dan

)

e

Jo

mraslahah terhadap pencatatan perkawinan. Dengan menggunakan metode giyas,

uejn

197 Islamiyati, “Pencatatan Pernikahan sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri dalam

hukurffIslam (Analisa terhadap Metode Penggalian Hukum”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 39, No.
3 Sepfgmber 2010, h. 254-256.
-t
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H®

QO
iﬁpani menganalogikan pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam

-tgansaksi bisnis, bahkan menurutnya pencatatan perkawinan termasuk dalam
%tegori giyas aulawi. Pencatatan perkawinan yang berwujud buku nikah dalam
]é;jian zari‘ah dapat menjadi sarana untuk membuktikan eksistensi perkawinan.
é(ta nikah menjadi instrumen (media, wasilah) untuk menjaga hak dan
éwajiban seluruh anggota keluarga dalam yuridis formal. Selanjutnya melalui
é@);etode maslahah Supani menganalisis tentang adanya perintah untuk mencatat
;perti pada Q.S. al-Bagarah [2: 282] dan Q.S. anNur [24: 33] dipastikan
memiliki kemaslahatan. Hal ini termasuk memiliki kemaslahatan pula jika akad
perkawinan dicatat.'%

Penelitian yang dilakukan Supani ini tidak berbeda jauh dengan penelitian
Islamiyati yang menggunakan metode Ushdl fikih sebagai alat analisis. Namun

jika dilihat kembali hasil kajian tersebut, sepertinya kedua penulis di atas belum

%enyatakan sikap yang tegas apakah pencatatan buku nikah dapat dijadikan

33

sebagai syarat atau rukun bahkan kategori-kategori lainnya.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sainul yang meneliti tentang

ensi pencatatan nikah dalam perundang-undangan di Indonesia. Fokus

ug) drurey

nelitian ini terletak pada urgensi pencatatan akad nikah itu sendiri. Hasil

sl

nelitian ini menyatakan bahwa produk dari pencatatan akad nikah adalah buku

ah. Buku nikah itu sendiri sangat penting karena dapat dijadikan sebagai

jre3ng yo

S

1% Supani, “Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di

Bebe}é)a Negara Islam Perspektif Ushul Fikih”, Al-Manahij, Vol. 5, No. 1 2011, h. 5-12.
-
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minan kepastian hukum dan merupakan bukti otentik yang sempurna jika di
mudian hari terjadi sengketa dalam keluarga.'®

Keempat, adapun penelitian yang tampak serupa dengan penelitian Sainul

11w egdisssieH 0

atas, adalah penelitian yang dilakukan oleh Nunung Rodliyah, yang meneliti

a\ |

tang pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan

3ng

enurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa

ncatatan pernikahan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan

& e

@anjurkan oleh syarak dan ketentuan hukum yang berlaku, agar terjamin
ketertiban pernikahan bagi masyarakat, sehingga pernikahan hanya dapat
dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN.
Pencatatan pernikahan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah selain
merupakan bukti otentik suatu pernikahan, ia memiliki fungsi sebagai “jaminan
hukum” (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukumkepada Pengadilan
é’gama apabila seorang suami atas istri melakukan suatu tindakan menyimpang
%:m melanggar ketentuan undang-undang pernikahan yang berlaku. Akta nikah
p%_ga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak, dasar untuk pencantuman
éﬁ'ri dalam daftar gaji suami dan juga untuk pembuatan akta kelahiran anak. Bagi
érnikahan yang tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah

aka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama oleh suami atau istri

IS

%)

S fre3ng jo

199 Sainul, “Urgensi Pencatatan Nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal

Istinbdth, Vol. 9, No. 2 September 2012, h. 1.
-t
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ak-anak mereka, wali nikah, dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan

diMeH o

perkawinan tersebut. 1

Kelima, Kebalikan dari kedua penelitian di atas dilakukan Euis

1w

%

.rlaelawati yang meneliti tentang pernikahan tanpa pencatatan. Dalam
énelitian ini Euis Nurlaelawati memfokuskan kajiannya pada dampak
%rnikahan tanpa pencatatan sekaligus memberikan solusi pada permasalahan
t;)]"sebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak pernikahan tanpa
S)encatatan sangat merugikan dan memudaratkan kepada suami dan istri baik
sebagai diri pribadi masing-masing atau sebagai orang tua yang artinya juga
dipastikan berdampak pada anak. Euis Nurlaelawati menyatakan perlu adanya
upaya Yyang dilakukan untuk mengantisipasi bahkan dalam menghadapi
permasalahan tersebut yaitu dengan mengikuti isbat nikah. Hal ini sesuai dengan
pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa suatu

;gcfe’rnikahan yang tidak dapat dibuktikan melalui Akta Nikah, dapat diajukan isbat

(¢)
ntkahnya ke Pengadilan Agama dengan ketentuan telah memenuhi syarat-syarat

»
o
@ng telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan isbat nikah, Kompilasi Hukum Islam
(o}
@ah jelas menyatakan bahwa yang berwenang melakukan isbat nikah adalah
=
Pengadilan Agama, tetapi di beberapa tempat Euis Nurlaelawati menemukan
w
adanya beberapa KUA yang menyelenggarakan isbat nikah. Dengan adanya
=S
»n
=
Y
=

@ " Nunung Rodliyah, “Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan

Menugut Kompilasi Hukum Islam”, Pranata Hukum, Vol.8, No. 1 Januari 2013, h. 267-272
-t
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ontestasi” ini akhirnya menjadi salah satu penyebab tidak dapat maksimalnya

diodeH @

g;engontrolan syarat-syarat bagi pasangan yang ingin mengikuti isbat nikah.***

Jika beberapa penelitian tersebut ditemukan dengan penelitian penulis,

terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Penelitian itu ada yang lebih terfokus

At

é\da urgensi pencatatan, tetapi tidak menyebutkan kedudukan pencatatan itu di
cialam tulisannya, ada juga yang hanya melihat administrasi hukum bahwa akta
g)@'kah selain merupakan bukti otentik suatu pernikahan, ia memiliki fungsi
;bagai “jaminan hukum” (dasar tuntutan). Begitu juga penelitian lainnya ada
yang mengkaji dampak tidak tercatatnya suatu akad pernikahan, tetapi tidak
melanjutkan kajiannya tentang kedudukan pencatatan tersebut dalam akad
pernikahan.'*?la hanya memberikan solusi agar akad nikah yang tidak tercatat
agar mengikuti isbat nikah walaupun juga masih mengandung masalah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Marwin tentang pencatatan
@c@rkawinan dan syarat sah perkawinan dalam tatanan konstitusi. Dalam
&anelitian ini disebutkan bahwa kewajiban untuk melakukan pencatatan
Eqrnikahan adalah kewajiban administratif. Menurut Mahkamah Konstitusi

(o}
@wajiban administratif itu dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama dalam

<
gerspektif negara kewajiban pencatatan tersebut adalah untuk memberikan

jo (K318

111 Buis Nurlaelawati, “Pernikahan tanpa Pencatatan: Isbat Nikah sebuah Solusi?”, Musawa,

Vol.12pNo. 2 Juli 2013, h. 267-272

£ '2 Dalam penelitian lain juga disebutkan bahwa pernikahan yang tidak dicatat juga

mengdKibatkan hak dan kewajiban dalam perkawinan menjadi tidak jelas, bahkan cenderung
perkawinan tersebut disalahgunakan di mana pada akhirnya yang menjadi korban adalah perempuan
dan awak-anak. Lihat Demson Tiopan, “Perkawinan Beda Agama dan Pencatatan di Indonesia”,
Dialogja luridica, Vol.1, No. 2 2010, h. 1.

eIy Wise)| JiI



b )

g

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebunuaday ueyibniaw yepy uedinbuad g

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep Iul siin} eAley yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq 'z
‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

s
)

%)

AVIE VISNS NIN
o0}
ll’ U

%

:Jlaquins ueyngeAusw uep uewnjuesusw edue) 1ul sijn) eAIey yninjes neje ueibeqes diynbuaw Bueie|iq °|

Buepun-6uepun 1Bunpuljig e3di yeH

70
©
T
QO
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
=

yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan
[iinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam
ératuran perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang
@akukan negara dimaksudkan agar pernikahan sebagai perbuatan hukum
%nting dalam kehidupan. Pencatatan ini berimplikasi pada akibat hukum yang
g)@ngat luas di kemudian hari. Dengan pencatatan, akad pernikahan dapat
@buktikan dengan bukti akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan
negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan dapat
terselenggara secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan
tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan sah atau tidaknya suatu
akad pernikahan. Penentuan keabsahan suatu pernikahan menjadi domain aturan
yang digariskan masing-masing agama dan aliran kepercayaan yang dianut calon

%empelai. Pernikahan menjadi sah jika dilakukan menurut syarat-syarat yang

(¢
telah ditetapkan agama. Namun akan lebih memiliki kepastian hukum jika

|

113

TRl

rnikahan itu dicatat menurut peraturan yang berlaku.
Perbedaan penelitian yang dilakukan Marwin dengan penelitian lainnya

anya ketegasan Marwin terhadap kedudukan pencatatan akad nikah. la

JISERATUN D

engatakan bahwa pencatatan akad nikah mengandung kebaikan tetapi bukan

3

agai penentu sahnya akad. Penelitian-penelitian sebelumnya tidak

ue;[n§_ jo

W 3 Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi”,

Asas, Yol. 6, No. 2 Juli 2014, h. 98.
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METODE PENELITIAN

nis Penelitian
Penelitian secara paradigmatic, terbagi dalam dua jenis, yaitu peneltian

ualitatif dan Kuantitatif. Kedua pendekatan tersebut memiliki asumsi, tujuan,

BYENS NIB!lw e1dido yeH 0

kgrakteristik, dan prosedur yang berbeda. Prinsip-prinsip teoretis penelitian
Ig)uantitatif yang salah satunya adalah mengkonstruksikan pengetahuan pada
prosedur eksplisit, eksak, formal dalam mendefinisikan konsep serta mengukur
konsep-konsep dan variabel.*** Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu
upaya pencarian ilmiah (scientific inquiry) yang didasari oleh filsafat positivisme
logikal (logical positivism) yang beroperasi dengan aturan-aturan yang Ketat
mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi.** Fokus penelitian
Igcﬁantitatif diidentifikasikan sebagai proses kerja yang berlangsung secara
&ngkas, terbatas dan memilah-milah permasalahan menjadi bagian yang dapat
%_ukur atau dinyatakan dalam angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan untuk
A

@enjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari

<
variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif

S

fantuk meramalkan suatu gejala).
Q

14 poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial. (Jakarta: LPSP3-UI. 1998),

% Sudarman Danim, Metode Penelitian untuk IImu-1lmu Perilaku. (Jakarta: Bumi Aksara,

2002)h. 34

72
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Sedangkan pada penelitian Kulaitatif mendasarkan diri  pada

nstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak,

Bu ezd12 JYeH ©

mteraktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh

Il

A

iap individu.™® Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis

%n dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui

=
interaksinya dengan situasi sosial mereka. ™’ Penelitian kualitatif mengkaji
ok
QD

pgrspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan
f.i?eksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena
sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif
adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah
dimana peneliti merupakan instrumen kunci.™®

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan
dan tingkat kelamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan,
%etode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (basic
%search), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan
égsearch and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan,
r%etode penelitian dapat dikelompokan menjadi penelitian eksperimen, survey,

<
dan naturalistik.**®

S jo Ay1s

16 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Remaja

Rosddkarya, 2005), h. 43

= 7 Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif . (Bandung: Pustaka Setia. 2002), h. 52
118 5ygiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta. 2005), h. 12
W '*° Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

ue

2012)5h. 4

eIy Wise)| JiI
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Berdasarkan latarbelakan dan masalah dalam penelitian ini, maka jenis

egdiodeH o

nelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menkaji mengenai konsep dan

L

ori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-

=Rl

ikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, ini disebut dengan

lan pustaka. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori

BSNENI

ng menjadi dasar studi dalam penelitian.*® Kajian pustaka atau studi pustaka

rupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian

ne%; e

akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun
aspek manfaat praktis.”** Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini
penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.
Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui
terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan
(yperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks,

ﬁrrnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis,

I

m - - -
desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.*? Karena

%nelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library
%search), maka data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau
éajalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan. Menurut M. Nazir
S

57

Bumi

120y, Wiratna Sujarweni,Metodeologi Penelitian ( Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014), h.
121 Sykardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarata: PT
ksara, 2013), h. 33

122 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h.32

s uej[ng

eIy WISe)] Jrrek
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1EH @

udi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi

di

g;enelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-
@poran yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.'? Selanjutnya
@ Nazir menambahkan bahwa studi kepustakaan merupakan langkah yang
énting, dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah
s:glanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori topic penelitian
ggng akan diteliti.

Qc) Dalam pencaran teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-
banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan
dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian dan sumber-
sumber lainnya yang sesuai. Bila telah memperoleh kepustakaan yang relevan,
maka segera disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh
karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum sperti mengidentifikasi teori
%cara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat
i‘(;rformasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki
skriptif dan juga memiliki ciri historis.'®* Dikatakan historis karena banyak
-nelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk di dalamyna
'nelitian agama, misalnya tentang karya para ulama klasik tentang pencatatan

rnikahan pada masa lalu dan lain sebagainya. Penelitian karya-karya tokoh

ue}ng JoEIISDAIUR) dTwWes

122 M. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), h. 27
W '?* Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: Paradigma,

2010)gh. 134

eIy Wise)| JiI
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ama tersebut termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini bisa

dieH o

g)&eliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian
éntang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian
épustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya
%ngat banyak sehingga memerlukan motode yang memadai. Untuk itu dalam
%nelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, sebab akan
I;)qulitan apabila tidak demikian.

Qc) Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu

diperhatikan oleh peneliti, dan empat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara

kerja penelitiannya, yaitu:'?

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan
pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang
atau lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan
pendekatan tersendiri pula. Kritik teks merupakan metoe yang biasa
dikembangkan dalam studi fisiologi, dll. Jadi perpustakaan adalah laborat
peneliti kepustakaan dan karena itu, teknik membaca teks menjadi bagian

fundamental dakam penelitian kepustakaan.

Data pustaka bersifat siap pakai (ready mode), artinya peneliti tidak kemana-

mana kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah

=3

I

eIy WiIse) JII¥KG yrej[ng jo XJISIdATU) dDIWER[S] 33e)S

125 Zed Mestika, Metodo Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),
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tersedia di perpustakaan. Ibarat orang belajar naik sepeda, orang tidak perlu
membaca buku artikel atau buku tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu
pula halnya dengan riset pustaka. Satu-satunya cara untuk belajar
menggunkan perpustkaan dengan tepat ialah langsung menggunakannya.
Meskipun demikian, peneliti yang ingin memenfaatkan jasa perpustkaan,
tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustkaan untuk
kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.

Data perpustakaan umumnya sumber sekunder, artinya bahwa peneliti
memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan
pertama di lapangan.

Bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu. Peneliti
berhadapan dengan info statis atau tetap, arinya kapanpun ia datang dan
pergi data tersebut tidak akan berubah karena ia sudah merupakan data mati
yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekan tape atau
film).

Penelitian ini jugatermasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, **°

itu penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya yang terkait dengan

pencatatan pernikahan menurut kompilasi hukum Islam (KHI)dihubungkan

9A

dengan Magasid asy-syariah. Adapun sifat dari penelitian ini adalahdeskriptif

I

alisis, yaitu model penelitian yang meneliti status kelompok manusia,suatu

-

e[S J&B4)

126 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya

Bhaktiy 2004), h. 52. Lihat juga Bambang Sungono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Raja
Grafifdo Persada, 2002), h. 83-93. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press,

Jakartg
-t

I

ery wisey J

1986, h. 51
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BIeH O

jek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa padamasa

127

gdi

karang kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.
Penelitian deskriptif analitis, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-

ta, gambar, bukan angka-angka.'?®

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana
ng dikutip oleh Lexy J. Moleong, sifat penelitian ini adalah prosedur penelitian

ng menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari obyek

SelsnSNIBA!lw e

ng diamati.'® Analisis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan

gntuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik
fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.** Adapun tujuan dari penelitian
deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan
akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini
digunakan untuk mengetahui bagaimana pencatatan pernikahan menurut

kompilasi hukum Islam (KHI) dihubungkan dengan Magqasid asy-syariah.

s
3
o
@
=
O
&
QD

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai

Bre[sy 93

rikut:

I

JIsIaATuU) D

“< 127 Mohd. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999), h. 63. Lexy J.

Mole&g, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 6

w '?® Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan

Publikési Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan,
dan HUmaniora, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51.

zooozgn. 3

= ' Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

1¥01hid, h. 17
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Data Primer; merupakan data utama dalam penelitian ini yang secara khusus
membahas tentang pencatatan pernikahan atau buku nikah yang ada dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan,
dan KompilasiHukum Islam.

Data Sekunder; merupakan data penunjang yang akan ditelusuri melalui

buku dan karya tulis yang membahas tentang pencatatan perkawinan atau

neiy e)x®ng NN !Iw eydioieHy o

buku nikah dan Magéshid al-Syari’ah.
Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasannya peneliti menggunakan pendekatan yuridis-
normatif, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum
doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama
x)cﬁng berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. ™** Pendekatan yuridis-
%rmatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui hukum
E!am dan hukum positif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam dan hukum

(o}
@sitif untuk menemukan legalitas dari pencatatan perkawinan itu sendiri.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu

ISI9A

ndekatan konseptual (Conseptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan

h. 24

131 Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),

ery wisey| juredg yejng jog)
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BPIEeH ©

engan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli

u pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.**

g.d

Dengan demikian, maka pendekatan yang digunakan dalam memperoleh
ta adalah menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis dan Ushal Figh sebagai
aha untuk menjelaskan tentang pencatatan pernikahan atau buku nikah yang
a di Indonesia sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia

mudian dianalissi atau ditinjau dari perspektif Magasid asy-syariah.

IEeN@NSENIrg!lw e

%eknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang akan disusun dan diperoleh dengan cara melakukan
penelusuran dan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas
tentang pencatatan pernikahan atau buku nikah yang ada di Indonesia
sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia kemudian dianalissi atau
(gtinjau dari perspektif Magasid asy-syariah.

Karena penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, maka langkah-

[SI®

gle

ngkah yang diambil dalam pengambilan data dalam penelitian ini diantaranya

@) o1

alah sebagai berikut: Pertama, mencatat semua temuan mengenai pencatatan

rnikahan atau buku nikah yang ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam

231sPA

kum positif di Indonesia kemudian dianalisis atau ditinjau dari perspektif

590

qasid asy-syariah yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-

mber. Setelah mencatat, Kedua, memadukan segala temuan, baik teori atau

#23n

1321 hid
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H®

QO
fémuan baru yang berkaitan dengan Magasid asy-syariah. Ketiga, menganalisis

%gala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber,
@Iebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di
@Iamnya; dan Keempat. mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil

%nelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan

=
k;xtaru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda, sebagaimana

QD
yang menjadi fokus dalam penelitian ini yakni pencatatan pernikahan atau buku

gkah yang ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam hukum positif di
Indonesia kemudian dianalisis atau ditinjau dari perspektif Magasid asy-syariah.
Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam tesis ini adalah analisis data model Miles
dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara
interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua
@wp dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini. Pertama,
g}qalisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi
%_au inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang
A
@Fkumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini

<
ghlakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian;Kedua, setelah

IS

@l

3

lakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya menganalisis kembali

Jo

setelah data terkumpul yang berupa data mentah yang harus ditentukan

}[n

@Jbungan satu sama lain. Data yang terkumpul tersebut belum tentu seluruhnya

9p)
Thenjawab permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu
-t

I

ery wisey J
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EH ©

E):erlu dilakukan kembali analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut.
gktifitas analisis data model ini antara lain, reduksi data (data reduction),
%splay data dan gambaran konklusi atau verifikasi  (conclusion
@awing/verification).133 Reduksi data (data reduction), yaitu melakukan proses
émilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data
;cngentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk menajamkan,

)
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data

gengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan

diverifikas. Kemudian data tersebut di sajikan hingga memperoleh pemahaman
yang utuh. Terahir memberikan kesimpulan.

Untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dilakukan dalam penelitian
sebuah teks yang menggunakan pendekatan hermeneutik yaitu dengan
menggunakan interpretasi historis, yang merupakan suatu kegiatan untuk

»n
fenetapkan gagasan dan memberi makna yang saling berhubungan di antara

)

134
h, 1

@ta—data yang diperole yang berkaitan dengan lahirnya sebuah hukum,

ue

Eegitu juga menyangkut tentang peristiwva yang mengitari atau munculnya

n

%buah hukum. Karena menganalisa hasil pemikiran yang pernah hidup di masa
)
-t
@ng telah lewat, atau undang-undang pencatatan pernikahan atau buku nikah
<

yoﬁng ada di Indonesia sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia
@)

[t

o ' Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

1992)=h. 16.

@ ** Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (Jakarta: Yayasan Idayu,

1978)5h. 36.
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©)

7 E
V)

K_emudian dianalisis atau ditinjau dari perspektif Magasid asy-syariah, maka

©
Sgcara metodologis penelitian ini akan menggunakan tinjauan kesejarahan yang

3
dikenal dengan istilah historical approach.'®® Dengan menggunakan pendekatan

S

fersebut dimaksudkan untuk merekonstruksi kejadian-kejadian masa lampau
Z

gang mungkin mempengaruhi proses pembentukan hukum undang-undang

wn
Pencatatan pernikahan atau buku nikah yang ada di Indonesia sebagaimana

t;;grtuang dalam hukum positif di Indonesia tersebut. Rekonstruksi tersebut
dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan,
mengevaluasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan.
Adapun langkah setelah itu adalah menganalisa data. Dalam hal ini data yang
telah diperoleh akan dianalisa isinya. artinya, setelah data dideskripsikan apa
adanya tentang undang-undang pencatatan pernikahan atau buku nikah yang ada
Indonesia sebagaimana tertuang dalam hukum positif di Indonesia maka

ngan deskriptif —analisis, penulis menguraikan isi serta menganalisisnya

ngan perspektif Magasid asy-syariah.

1% hid

eIy WIse)] JIIeAG uej[ng Jo A}ISIdATU FWEES] 9183S



\lyﬂ

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebunuaday ueyibniaw yepy uedinbuad g

‘nery e)sng NN uizi eduey undede ynjuaq wejep Iul siin} eAley yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|iq 'z
‘yejesew njens uenelun neje yiuy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesijnuad ‘uenijpuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

h

NVIE VISNS NIN
o0}
ll’ U

%

:Jaquins ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul Sin} eAIRY yninjes neje uelbeges diynbusw Buele|iq °|

§ @)
o I=
5 o
& =
§ 1 BAB V
5 o
g PENUTUP
= j4))
Q
c 3
2 =
én i
A Kesimpulan
- —
Q.
§ i Berdasarkan uraian pada babsebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian
e
imi adalah sebagai berikut:
il
QD

1,y Aturan Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam masih
< menimbulkan ragam penafsiran. Namun demikian, pengaturan pencatatan
perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap
perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya
dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI
menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus
melalui mekanisme itshat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai
kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.

« Konsep pencatatan perkawinan dalam KHI tersebut, sangat sesuai dengan

Iwe[gpalels

_teori Magasid asy-syariahatau tujuan dari ditetapkannya sebuah hukum
syariah. Juga selaras dengan prinsip maslahah (kemanfaatan) dalam

pandangan Al-Syatibi. Relevansinya terletak pada perlindungan hak dan

A31s1aArun d

kewajiban masing-masing suami istri yaitu dalam hal perlindungan jiwa (hifdz

al-nafs), melindungi hak nafkah, harta bersama, waris (hifdz al-mal), hak anak

128
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(hifdz al-nasl). Bahkan pencatatan tersebut menjadi bagian rukun nikah, jika
merujuk pada urgensi dan kemashlahatan dari sebuah pernikahan.

. Pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat
. Indonesia saat inimenjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum,
Indonesia telah menetapkan beberapa ketetapan yang mengharuskan bagi

setiap warganaya agar melakukan pencatatan dalam pernikahan. Oleh karena

¥ BYSNS NIN Y!teu 1d1d YeH ©

itu, sebagai warga Negara, sudah menjadi sebuah keharusan untuk mentaati

nel

pemimpin atas perintah-perintah yang diberikan, selama tidak bertentangan
dengan alquran dan sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang
telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya
Muslim wajib ditaati, termasuk diantaranya adalah pencatatan pernikahan.
Saran-saran

1. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum
keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia. Tujuannya

adalah agar tercapainya kepastian hukum, Kketertiban hukum, dan

TWwe[sy 33elg

_perlindungan hukum atas suatu perkawinan. Oleh karena itu, langkah
Indonesia dengan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban

yang dilegalkan dalam suatu perundang-undangan melalui Kompilasi Hukum

A31s1aArun d

Islam, menjadi sangat tepat. Namun demikian, perintah itu dalam KHI perlu
dipertegas dengan sanksi atau hukuman bagi pelaku, sehingga tidak lagi

terjadi pernikahan tanpa pencatatan;

BIY WISe) JIIeAg uej[ng jo
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. Bagi masyarakat muslim pada umumnya, kesadaran untuk mencatat atau
melakukan pencatatan pernikahan itu sangat penting. Hal ini, disebabkan
bahwa pencatatan perkawinan selain untuk menjaga harta benda adalah juga
untuk menjaga keturunan. Sebagaiama dipaparkan di atas, salah satu
maqgashid al-syari’ah adalah untuk menjaga keturunan, Islam telah mengatur

pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan orang-orang yang tidak

BYSNS NIN Y!lw ejdiaveH @

- boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-

e

< syarat apa yang harus dipenuhi. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam
menjaga keturunan, anak yang dilahirkan statusnya harus jelas dan diakui,
baik secara hukum negara maupun hukum agama. Secara hukum negara,
status anak dianggap sah jika anak tersebut memiliki akta kelahiran dan akta
kelahiran dapat diperoleh karena adanya akta nikah. Pencatatan perkawinan
sangat diperlukan dalam menjaga keturunan.

g Sebagai warga Negara yang baik, sepatutnya Kita selalu mentaati para

)

~ pemimpin kita. Lebih-lebih para pemimpin kita adalah muslim juga. Ketika

I

e

_mereka menetapkan sebuah aturan tentang keharusan melakukan pencatatan
dalam perkawinan, maka suah seharusnya kita wajib mengikuti perintah

tersebut.
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